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ANALISIS MODEL KONSEP PENANGANAN 
PERMUKIMAN KUMUH 

Studi Kasus Pada Permukiman Kumuh Kota Tembilahan 

Oleh : Syaiful Agustianto 
Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Happy Ratna Santosa, MSc. 

Dr.Ir. Herbasuki Wibowo, MUP. 

ABSTRAK 

Kota T embilahan merupakan ibukota Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagai 
ibukota kabupaten tidak terlepas permasalahan permukiman terutama keberadaan 
permukiman kumuh. Budaya masyarakatnya yang hidup mengelompok dan 
melakukan pembangunan rumah tanpa memperhatikan ruang-ruang untuk fasilitas 
penunjang kawasan permukiman. Dengan kata lain membangtm seadanya. Hal ini 
disebabkan kurangnya perhatian pemerintah daerah dan mereka tidak mampu untuk 
rnemikirkannya. Akibatnya, kawasan terbangtm memberikan gambaran visual yang 
kurang baik. 

Studi ini dilakukan dengan maksud mencari beberapa konsep atau model 
penanganan permukiman kumuh (land sharing, konsolidasi lahan dan KIP) yang 
sesuai diterapkan pada kawasan studi, serta bagaimana peran aktor pembangtman, 
dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah dan Konsultan Pembangtman dalam 
mengimplernentasikan konsep atau model tersebut. Dari studi yang dilakukan 
berdasarkan pada kepadatan bangtman dan kepemilikan tanah, bahwa pada kawasan 
studi dapat diterapkan konsep Land sharing, Konsolidasi Lahan atau Program 
Perbaikan Kampung (KIP). 

Peran Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan konsep penanganan 
tersebut adalah mendorong partisipasi masyarakat dengan memberikan kemudahan 
serta bersikap proaktif terhadap masyarakat dengan cara memberikan kemudahan 
melalui penyederhanaan ketentuan perizinan untuk persyaratan pembangtman 
perumahan dan memberikan subsidi berupa insentif untuk biaya sertifikasi maupun 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sedangkan peran Konsultan Pernbangunan 
adalah sebagai pendamping masyarakat dalam mewujudkan partisipasi mulai dari 
awal perencanaan hingga pelaksanaan yang mencakup : sosialisasi program, 
pengorganisasian masyarakat, perencanaan partisipatif dan pelaksanaan 
pembangtman fisik. 

Kata Kunci. Model Konsep Penanganan, Permukiman Kumuh. 
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MODEL CONCEPT ANALYSIS OF HANDLING 
SLUM SETTLEMENT 

Case Study on Slum Settlement Tembilahan City 

: Syaiful Agustianto 
: Prof. Dr. Ir. Happy Ratna Santosa, MSc. 
Dr.lr. Herbasuki Wibowo, MUP. 

ABSTRACT 

Tembilahan city is capital oflndragiri Hilir. As a capital of regency, there is 
always a problem of settlement especially the existence of slum settlement. The 
culture of tradition of it people, who always live in group and build their houses 
without considering spaces for supporting fasilities of the settlement area (they just 
build with no consideration), are caused by lack of attention from the district 
government and they are not able to think it over. As a result, the area of the 
buildings doesn't give a good description visually. 

This study is done with the purpose to seek for concepts models to handle 
slum settlement (Land sharing, land consolidation, and KIP) which is suitabel to be 
implemented in the study area, also how the role of development actor, in this case is 
the district government and development consultant to implement the concept and 
the model. And from the study which is based on the density of the buildings and 
land ownership, that in the study area land sharing, land consolidation, Or KIP 
(Kampong Improvement Program) can be implemented. This will certainly be with 
its all of its consequences. 

The role of district government in implementing this handling concept is to 
encourage people's participation by giving ease and behave proactively to the 
comnnmity by way of giving ease through simplification of licence ntle for the 
requirement to build a house and giving subsidy in the form of incentive for 
certification cost or licence to build a house (IMB). While the role of the 
development consultant is as people's campany to materializase participation from 
the beginning of the plan tmtil the implementation including : program socialization, 
community organizing, and participating planning and physical development 
implementation. 

Key word : handling concept model, slum settlement. 
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1.1. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Perkembangan penduduk kota-kota di Indonesia baik sebagai akibat 

pertumbuhan penduduk maupun akibat urbanisasi telah memberikan indikasi adanya 

masalah perkotaan yang serius, diantaranya timbulnya permukiman kumuh. 

Permukiman kumuh yang dimaksud di sini adalah suatu kondisi kawasan 

permukiman yang tata letak bangunannya yang tidak teratur, halamannya yang 

sempit, bahkan terdapat rumah yang langsung berbatasan dengan jalan, bangunan 

yang berdempet, sarana dan prasarana yang kurang memadai (seperti sebagian 

mmah belum memptmyai MCK, selokan, sehingga sebagian masyarakat belum 

mengkonsumsi air bersih/mengambil air dari sungai). Ditinjau dari aspek sosial 

terlihat dengan pertambahan penduduk yang tinggi, tingkat pendapatan dan 

kesehatan yang rendah. 

Mtmculnya kawasan permukiman kurnub, pada dasarnya diakibatkan adanya 

daya tarik daerah perkotaan yang memiliki : tingginya tingkat pelayanan fasilitas 

kota, impian banyaknya lowongan pekerjaan, kemudahan jangkauan. Daya tarik 

tersebut semakin diperkuat oleh adanya pengaruh dari wilayah non- urban atau desa 

yaitu : rendahnya fasilitas tingkat pelayanan, sempitnya lapangan pekerjaan, sulitnya 

pengembangan perekonomian, dan semakin berkurangnya lahan produktif. Dengan 

faktor-faktor seperti yang tersebut di atas banyak penduduk dari desa berpindah ke 

kota. Untuk selanjutnya perpindahan penduduk dari desa ke kota sering 

menimbulkan berbagai macam masalah, yang berpusat rendahnya pengetahuan, 

keterampilan modal dan kesadaran yang rnereka miliki. Pada akhirnya hal tersebut 
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telah mendorong timbulnya kawasan permukiman kumuh karena persiapan diri 

pendatang untuk rnenghadapi kehidupan perkotaan relative sangat kurang. 

Keberadaan kawasan permukiman kumuh di kota-kota besar dan sedang 

telah menjadi rnasalah serius bagi rnasyarakat maupun pemerintah, baik ditinjau dari 

aspek keruangan, estetika, lingkungan dan sosial. Hal ini disebabkan oleh adanya 

budaya masyarakat yang suka hidup rnengelompok, dan mereka dalam melakukan 

pembangunan rumah tidak memperhitungkan ruang-ruang untuk fasilitas penunjang 

kawasan permukirnan yang mereka tempati. Atau dengan kata lain membangun 

seadanya, tanpa memperhatikan etika dan estetika lingkungan. Hal itu disebabkan 

karena rnereka memang tidak mampu untuk memikirkannya. Akibatnya kawasan 

yang terbangun tidak memperhatikan aspek keruangan, lingkungan dan sosial 

tersebut yang berimplikasi memberikan gambaran suatu kawasan permukirnan yang 

kumuh. 

Pada umumnya daerah-daerah kumuh yang terbentuk sejalan dengan proses 

perkembangan dan pernadatan lingkungan kota. Kondisi kumuh terlihat dari tata 

letak bangunan yang tidak teratur, halamannya sempit,bangunan yang berdempet, 

sarana dan prasarana yang kurang memadai khususnya drainase dan tempat 

pembuangan lirnbah. Lingktmgan kt1muh tidak hanya memberikan efek visual yang 

buruk, juga memberikan kontribusi yang tidak baik bagi perkembangan fisik kota 

secara umum serta hanya membantu penduduk 1mtuk sekedar tinggal tanpa 

rnemberikan dampak sosial maupun ekonomi yang positif. 

Masalah permukiman kurnuh dialami juga oleh kota Tembilahan, sebagai 

ibukota salah satu kabupaten di Propinsi Riau yang terletak di bagian Selatan. 

Perkernbangannya sangat pesat, apalagi mempakan pintu gerbang Riau bagian 
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Selatan, yang diharapkan dapat memberikan citra kota yang ideal bagi 

R:iau pada urnumnya dan masyarakat lndragiri Hilir khususnya. 

Dalarn usaha mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat terutama 

terhadap fasilitas prasarana dan sarana masyarakat seperti perurnahan, pelayanan 

sosial, transportasi, air bersih dan lain-lain, Pemerintah Daerah telah melakuk:an 

langkah awal dengan melaksanakan kegiatan Penyiapan Program Penataan 

Pemukiman baru serta Penataan Kawasan Permukiman Kurnub yang terdapat di 

beberapa tempat di Kota Tembilaban. 

Pemerintab Kabupaten lndragiri Hilir telah memutuskan dan menetapkan 

untuk melaksanakan upaya pengembangan dan peningkatan kota Tembilahan. 

Dalam rencana jangka panjang Pemerintah Daerah setempat menetapkan untuk 

dilakukan penataan permukiman, terutama kawasan permukiman kurnub yang 

berada di sepanjang bantaran sungai. 

Kota T embilahan sebagai ibukota Kabupaten lndragiri Hilir dengan luas 

wilayah ± 6.596 Ha dengan jumlah penduduk ± 65 .000 jiwa. Berdasarkan luas 

wilayah dan jumlab penduduk tersebut, maka tingkat kepadatan penduduk kota 

Tembilahan rata-rata adalah 9.8 jiwa setiap 1 Ha. 1 

Berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata 

Ruang Kota T embilahan yang telab disusun sebelumnya telah mengarahkan babwa 

pengembangan fisik ruang kota Tembilahan untuk masa mendatang diarahkan 

perluasan fisiknya ke arah utara, dimana pada saat ini sebagian besar lahannya masih 

merupakan laban kosong dan laban kebun carnpuran. Hal ini bertujuan untuk lebih 

1 
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir. "Pekerjaan Perencanaan Kawasan Pemukiman Kota 
Tembilahan" . Proyek Perencanaan Kawasan Pemuk:iman Perkotaan Di Tembilahan Kab. Indragiri 
Hilir T A. 2000. hal. r - l. 
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mengarahkan perkembangan fisik kota ke arah belakang, sehingga perkembangan 

yang terjadi tidak hanya pada kawasan pusat kota dan kawasan tepian sungai 

Indragiri saja malainkan juga teijadi ke arah dalam. 

Menurut data yang ada, kota Tembilahan terdapat ± 582 KK yang 

menempati kawasan perumahan kurnub. Terdiri dari 310 jiwa/90 KK/79 rumah 

terdapat di Kelurahan Kota Tembilahan dan 2.766 jiwa/492 KK/422 rumah di 

kelurahan Tembilahan Hilir. Jumlah rata-rata KK/rurnah adalah sebesar 1,2 KK 

dengan jumlah anggota keluarga 5,3 jiwa/KK. Sedangkan berdasarkan luas daerah 

kumuh secara keseluruhan adalah 9,256 Ha. Padatnya lingkungan perumahan 

kurnub yang tumbuh di sepanjang pinggiran parit dan tepi sungai, menimbulkan 

dampak lingkungan dengan kondisi yang sangat buruk dan sisi lain menyebabkan 

timbulnya bahaya yang sangat rawan terhadap erosi dan kebakaran. 

Jika dilihat perurnahan dan permukiman di sepanjang bantaran Sungai 

Indragiri Hilir, khususnya kota Tembilahan pada umumnya penduduk menempati 

rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan, bangunan rumah rawan terhadap 

kebakaran, tidak beijarak satu dengan yang lain, rawan banjir akibat pengaruh 

pasang surut, kekuatan bangunan rendah, mengalami penurunan akibat kayu yang 

rapuh, tidak ada sarana pembuangan sampah (langsung dibuang ke sungai), MCK 

darurat yang ada digunakan beberapa KK dan tidak dilengkapi dengan sarana air 

bersih. 

Sesuai dengan Pasal 5 UUNo.4 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa setiap 

warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama lmtuk memiliki dan menempati 

rumah layak huni dalam lingkungan yang aman, sehat dan sejahtera, walaupun pada 

dasamya untuk memenuhi kebutuhan akan rumah layak, dalam lingklmgan yang 

sehat menjadi kewajiban masyarakat tetapi pemerintah berkewajiban mendorong 
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dan mendukung. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan iklim 

kondusif agar penduduk lebih cepat dapat menempati nunah yang layak huni. 

Pada saat ini Pemerintah Daerah belum mampu untuk menemukenali 

kemampuan penduduk kota memperbaiki atau membangtm mmah. Ketidak 

mampuan ini menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak untuk 

membantu penduduk memperbaiki atau membangun rumah. Masih sangat sedikit 

program pemerintah daerah yang dilakukan untuk membantu memperbaiki 

memugar nunah penduduk pada kawasan permukiman kumuh perkotaan khususnya 

kota Tembilahan. Usaha pemugaran perumahan di kawasan permukiman kumuh 

sangat diperlukan karena tidak semua penduduk mampu untuk membeli atau 

mencicipi mmah yang dibangun oleh pemmnas atau real estate. Kalaupun ada yang 

mampu, mereka lebih senang mendiami mmah di kawasan permukiman tersebut 

(kumuh) karena kedekatan dengan pusat-pusat pelayanan ataupun ke tempat tujuan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya sangat mungkin dilakukan studi 

untuk mencari pola atau model penganan permukiman, melalui Analisis Model 

Penanganan Permukirnan Kurnub di Kota Tembilahan. 

1.2. Permasalahan 

Kawasan permukiman kumuh di Kota Tembilahan bisa saja bertambah atau 

tetap, baik lokasinya ataupun luasnya. Keadaan yang demikian tidak dapat digusur 

/dipindahkan begitu saja karena masalahnya sangat komplek. Penduduk yang 

berpenghasilan rendah, berpenghasilan tidak tetap, ataupun tetap khususnya untuk 

kota Tembilahan, cenderung mencari tempat tinggal yang dekat dengan kegiatan 

usahanya atau yang di sekitar pusat kota. 
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1.2.1. Identifikasi Masalah 

Permasalahan kota Tembilahan yang cuk:up menonjol, khususnya 

berkaitan dengan kebiasaan penduduk adalah mengelompoknya penduduk 

kawasan-kawasan tertentu dan selanjutnya mendorong mereka 

mengoptimalkan pemanfaatan perumaban dan permukiman yang ada 

yang berada di sekitar pusat kota. Fenomena ini jelas sekali terlihat, 

selanjutnya berimplikasi terhadap kurangnya fasilitas yang memadai, 

prasarana yang sangat minim. Akibat lebih lanjut dari itu terjadi 

terhadap daya dukung permukiman yang ditunjukkan dengan oer·Keinocmgin) 

kantong-kantong permukiman kumuh di sekitar kawasan pusat kota, ·~u • .., .... ,, .. 

Kelurahan Ternbilahan Hilir dan beberapa diantaranya rnerniliki nilai eK<mo'Illl l 

lokasi yang tinggi ataupun merupakan kawasan yang seharusnya m<::DJciOll 

kawasan konservasi. 

Dari hal-hal yang tersebut di atas dan juga alasan pemilihan judul 

diuraikan permasalahan yang pada kawasaan studi sebagai berikut : 

1. Kebiasaan masyarakat yang suka hidup mengelompok pada satu 

dan melakukan pembangunan rumah tanpa aturan sehingga 

bangunan tidak teratur dan halamannya sempit. Selain itu 

mempertimbangkan cahaya matahari, lokasi we dan lain-lain. 

2. Jalan lingkungan sangat tidak layak dan rawan kecelakaan. 

3. Kepadatan tinggi dengan kondisi bangunan buruk, rawan terhadap 

kebakaran, dan pola penggunaan lahan yang tidak teratur. 

4. Kurangnya prasarana dan fasilitas lingkungan. 
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5. Kesadaran sebagian masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan 

kurang terutama yang kegiatan usahanya di sektor informal yang j 

kerjanya tidak menentu. 

6. Setiap tahun terkena banjir besar sehingga menenggelamkan 

masyarakat permukiman kumuh. 

7. Sarana air bersih (Air Minum) dari air hujan. 

Kenyataan ini mendorong tmtuk melakukan perbaikan melalui t\Pt\Pr<•n<>l 

program penanganan permukiman kumuh tetapi belum optimal, 

disebabkan karena Pemerintab Daerab mengalami kesulitan 

menemukenali kemampuan penduduk dan penanganan seperti apa yang 

dilakukan dalam memperbaiki lingkungan permukiman tersebut sehingga 

gilirannya mampu mendorong keberlanjutan program tersebut. Maka ~-·o-'1 

diperlukan adanya penelitian untuk mencari pola yang sesuai dalam pe11atc:tanj 

permukiman kumuh di kota Tembilahan. 

1.2.2. Masalah 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan yang 

dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pendekatan model penanganan apa yang sesuai dilaksanakan pada kawasan 

permukiman kurnub tanpa melakukan tekanan terhadap penduduk? 

2. Bagaimana dukungan peran aktor pembangunan dalam 

pelaksanaan penanganan permukiman kurnub ? 
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1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Model penanganan permukiman kurnub di kota Tembilahan sudah menj 

suatu tuntutan yang hams dicari penanganannya, karena sejalan 

perkembangan kota yang begitu pesat, terjadi perubahan fungsi kota dimana 

awalnya kota Tembilahan sebagai kota transit berubah menjadi kota tujuan. 

dalam hal ini sangat diperlukan pembenahan kawasan-kawasan 

kawasan permukiman kumuh yang ada di pusat kota. 

Agar penelitian lebih terarah dan mencapai sasaran yang diinginkan 

perlu batasan-batasan penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian dilaksanakan pada permukiman kumuh yang ada di kota 

yaitu Kelurahan Tembilahan Hilir dengan lokasi studi Parit 13 dan 14. 

2. Lingkup pembahasan penelitian adalah tatanan fisik lingktmgan yang meliputi 

prasarana dan sarana, infrastruktur, tatanan sosial. 

3. Model yang menjadi acuan untuk diterapkan pada kawasan studi tersebut dipilih 

salah satu dari tiga model penanganan permukiman kumuh yang akan ............ , ....... ~ 

konsep untuk diterapkan pada kawasan studi yaitu : 

• Land Sharing yaitu suatu cara pembangunan yang dilakukan pada 

kawasan pusat kota, berada di atas tanah negara dan mempunyai 

kepadatan bangt.man tinggi. 

• Konsolidasi Tanah yaitu suatu metode dengan pembangunan yang 

didasari oleh kebijaksanaan pengaturan pengt.1asaan tanah dengan 

rencana tata guna tanah atau tata ruang dan pengadaan tanah tmtuk 

kepentingan pembangunan serta peningkatan kt1alitas hidup atau 

pemeliharaan sumberdaya alam. 
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• Perbaikan Kampung (KIP) yaitu suatu metode yang dilaksanakan 

meningkatkan kualitas fisik lingkungan bersamaan 

meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di kawasan 

kumuh. 

1.4. Definisi dan Pengertian 

• ~odelPenanganan : ~odel dalam hal ini diartikan sebagai 

dalam menangani permasalahan dalam skala t&>rt&>n-t-. 

untuk dapat digeneralisasikan dan diterapkan ae11ga~ 

memperhatikan kesamaan faktor Jatar 

masalah. 

• Permukiman Kurnub : Dalam hal ini adalah suatu kawasan .hunian 

masyarakatnya melakukan pembangunan 

aturan sehingga tata letak bangunan tidak teratur 

buruk dan halamannya sempit kurangnya 

dan fasiltas lingktmgan dan rawan 

kebakaran. 

• Pennukiman kurnub : Adalah suatu kawasan dengan bentuk hunian 

tidak berstruktur, tidak berpola (misalnya letak 

mmah dan jalannya tidak beraturan, tidak 

tersedianya fasilitas umum, prasarana dan sarana air 
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bersih, MCK) bentuk fisiknya yang tidak 

misalnya secara reguler tiap tahun kebanjiran? 

1.5. Tujuan yang Ingin Dicapai 

Pada prinsipnya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

lain : 

1. Untuk mendapatkan gambaran empiris mengenai penggunaan ruang, 

sosial ekonomi masyarakat, status kepemilikan laban dan bangunan 

kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang sudah dilaksanakan selama ini 

menangani kawasan permukiman kurnub pada kawasan studi. 

2. Melakukan analisis beberapa model penanganan permukiman kurnub 

memilih model atau konsep yang sesuai diterapkan pada kawasan, 

bagaimana peran aktor pembangunan dalam hal ini Pemerintah Daerah, 

Konsultan Pembangunan sebagai mitra kerja dari pemerintah daerah 

mengimplementasikan konsep tersebut khususnya kawasan studi 

Kelurahan Tembilahan Hilir. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

Pemerintab Daerah khususnya bagi pembangunan kota khususnya kota Tembilahan, 

paling tidak dalam dua hal. Pertama menjadi pertimbangan dalam penataan ruang 

kota pada permukiman kurnub diperkotaan. Kedua, sebagai baban dan patokan 

penentu strategi kegiatan evaluasi pengembangan kualitas fisik lingktmgan kota, 

termasuk di dalamnya pengelolaan laban permukiman kurnub di perkotaan. 

2 
Judohusodo, Siswono. 'Tumbuhnya Pemukim-pemukim Liar di Kawasan Perkotaan". JIIS 1991. 
hal34. 
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1. 7. Alur Pikir 

Alur pemikiran dalam penelitian ini di awali dengan melihat latar oeiaKciDM 

dan permasalah yang terjadi pada kawasan permukiman kmnuh kota T ...... ,v .. '"'"'"'ut 

yang perlu ditangani, untuk mengantisipasi teijadinya penurunan 

lingkungan kumuh yang lebih jauh. Usaha-usaha yang hams dilakukan ad 

menentukan beberapa konsep atau model penanganan permukiman kumuh 

mempunyai prinsip dasar atau sasarannya berkaitan dengan karakterestik 

studi yang dianggap dapat menanggulangi permasalahan tersebut. 

mendapatkan altematif model atau konsep penanganan kawasan permukiman 

perlu melakukan tinjauan pustaka atau studi literatur tentang model atau kon 

penanganan yang pernah ada, yang dapat kiranya untuk menanggulangi 

permasalahan yang teijadi pada kawasan studi. Langkah berikutnya 

mengetahui beberapa informasi dengan melakukan survai untuk mendapatkan 

kawasan studi tentang : Gambaran makro dan mikro, karakteristik sosial ek<)DC)ffil 

dan budaya, sarana dan prasarana, kebijaksanaan pemerintah daerah, yang telah 

dilakukan dalam usaha penanganan kawasan kmnuh dan mengetahui potensi 

rnasalah. Selanjutnya melakukan tahap analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis 

tentang aspek yang mempengaruhi dan mempunyai keterkaitan atau relevansi 

dengan model penanganan permukiman kumuh yang ada seperti : (a) aspek sosial 

ekonomi dan budaya dan karakteristik penghuni kawasan, (b) analisis terhadap 

penanganan yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah dan (c) sebagai bagian 

penutup adalah berupa kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Lihat Gambar 1. 
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Latar belakang 
- Masalah permukiman kumuh dialami kota Tembilahan 
- ± 582 KK yang menempati kawasan permukiman kumuh. 
- 310 jiwa/90KK/79 rumah di Kelurahan Kota & 2. 766 

jiwa/492 KK/422 rumah di Kel. Tembilal1an Hilir. 

Permasalahan 
- Pembangunan rumah tanpa aturan sehingga tata 

letak bangunan tidak teratur dan halaman sempit , 
tanpa mempertimbangkan cahaya matahari dan 
lokasi we dll. 

- Kepadatan tinggi dengan kondisi bangunan buruk, 
dan rawan terhadap kebakaran. 

- Jalan lingkungan kurang layak & kondisi rusak. 
- Kurangnya prasarana dan fasilitas lingkungan. 

- sarana air bersih. 
- Tidak adanya saluran/drainase. 

- Pembuangan air limbah rumah tangga yang tidak 
teratur. 

- Setiap tahun terkena banjir 
- Kondisi rumah pada urmunnya temporer dalam 

bentuk rumah panggung. 
- Kesadaran sebagian masyarakat sangat kurang 

terutama yang kegiatan usahanya di sektor informal. 

Rumusan Masalah: 
- Pendekatan model 

penanganan yang sesuai pada 
kawasan 

- Dukungan peran aktor 
pembangunan lainnya. 

··············································································-t ·····················, 

Survai di kawasan studi 
untuk mendapatkan data 

Rencana kajian 
l.Tujuan penelitian. 

- Untuk mengetahui atau mendapatkan gambaran 
empiris tentang : penggunaan ruang, profi1 
sosial ekonomi, status kepemilikan tanah dan 
bangunan serta program & proyek. 

2. Melakukan analisis model/konsep penanganan 
permukiman kumuh. 

3. Memilih altematif model a tau konsep penanganan 
yang sesuai. 

Gam bar. 1 Bagan Alur Pikir 
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BABII 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Kawasan Permukiman Kurnub 

Kesepakatan tentang pengertian permukirnan kurnub atau kampung 

yang kumuh, sampai saat ini masih beragam, tergantung dari aspek mana 

suatu kawasan atau kampung kota yang kurnub. Beberapa diantara pakar atau 

mendefinisikan permukiman kurnub sebagai berikut : 

sarana umum buruk atau tidak ada sama sekali.3 

2. Permukiman kurnub adalah lingkungan yang buruk dimana dihuni 

masyarakat berpengbasilan rendah atau masyarakat rniskin.4 

3. Permukiman kurnub adalah suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak 

berstruktur, tidak berpola (misalnya letak rumah dan jalannya tidak beraturan, 

tidak tersediannya fasilitas umum, prasarana dan sarana air bersih, MCK) bentuk 

fisiknya yang tidak layak misalnya secara reguler tiap tahun kebanjiran . 5 

4. Permukiman kumuh adalah kawasan yang proses pembentukannya karena 

keterbatasan kota dalam rnenggunakan lahan perkotaan. Sedangkan kawasan 

permukiman berkepadatan tinggi merupakan embrio permukiman kurnub. Selain 

itu juga pennukiman kurnub adalah kawasan yang lokasi penyebarannya secara 

geografis terdesak perkembangan kota yang semula baik, lambat-laun menjadi 

3 Turner, Jhon FC and Robert. "Freedom to build". Dweller Control Of The Housing Process, The 
Maccmillan Company, 1972. New York hal. 78 

4 Bianpoen. "Penataan Kota dan Permukiman Buruk", illS 1991 , Nom or 1 ,9-22. hal . 19. 
5 Judohusodo, Siswono. Op.Cit. hal34. 
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kumuh. Yang menjadi penyebabnya adalah mobilitas sosial ekonomi 

mandek.6 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan 

permukiman kumuh merupakan suatu kawasan permukiman di perkotaan u"'Llf'>"'Ll 

ciri antara lain : 

1. Penduduk masih membawa sifat dan prilaku kehidupan pedesaan 

terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat. 

2. Kondisi fisik bangunan dan lingkungan kurang baik dan tidak beraturan. 

3. Kerapatan bangunan dan penduduk tinggi. 

4. Sarana pelayanan dasar serba kurang, seperti air bersih, saluran air ~, ......... ~,, 

air minum dan pembuangan sampah. 

2.2. Perbedaan Permukiman Kurnub dan Permukiman Liar 

Permukiman yang liar tidak selamanya kumuh demikian pula pennukim 

kumuh tidak selalu liar. Biasanya hunian liar selalu dikaitkan dengan status 

dan hak, apakah itu menyangkut hak orang lain ataupun hak Negara. 

kumuh dan sekaligus liar. Jadi ada permukiman kumuh yang tidak liar, 

permukiman yang didirikan pada tanah milik atau tanah negara yang sudah 

diberikan haknya atau hak guna bangunan atau hak guna usaha, dengan tata letak 

bangunan yang tidak beraturan. Kemudian permukiman liar yang tidak kumuh 

6 
Silas. J, . '"Kampung Surabaya Menuju Metropolitan". Permukiman Mmjinal Amat Liat. 1996, 
hal . 512 

II-2 



adalah bangunan yang didirkan di atas tanah bukan haknya yang 

pentingnya kebersihan dan keindahan. 7 

2.3. Masalab Permukiman Kurnub 

meningkat dan komplek, tidak saja tuntutan akan ruang-ruang kota akan ...... ~u .. ...,...., 

meningkat, melainkan jumlah dan kompleksitas persoalan limbah kota juga 

barn dalam membangtm dan menata kota. 8 

Hal ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap areal-areal di sekitar 

meningkat, dan lingkungan kota itu sendiri semakin menimbulkan 

persoalan-persoalan lingkungan, terutama masalah limbah dan polusi yang ...... "~H 

sebagai akibat aktifitas dari penduduk. Oleb karena itu mempunyai implikasi 

sangat signifikan dalam memberikan tekanan terhadap lingkungan serta Lll'-"'u ...... - , 

model penataan mang .. 

Lingkungan permukiman merupakan ruang yang terluas digunakan 

sebuah kota, oleh karena itu sangat penting peranannya dalam membentuk tata 

kota. Penggunaan lahan untuk perumahan merupakan faktor utama 

pertumbuhan!perkembangan kota dan sejalanjuga dengan pertumbuhan penduduk.9 

Konsekwensi perkembangan kota adalah semakin meningkatnya kebutuhan 

lahan/ruang untuk mewadahi meningkatnya berbagai kegiatan di perkotaan sehingga 

mempengaruhi perkembangan kota. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan kota adalah : keadaan geografis, tapak (site), fungsi kota, sejarah dan 

1 Judohusodo, Siswono. "Rumah UntukSeluruhRakyaf' . Jakarta 1991. hal . 33. 
8 Setiawan.B, Rahmi. DH. "Perancangan Kota Hkologi", Direk. Jenderal Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1991. halll. 
9 Sinulingga B.D. "Pembangunan Kota" Tinjauan Regional dan Lokal. Pustaka Sinar Harapan 

Jakarta 1999. hal . 111 . 
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kebudayaan serta unsur-unsur umurn ( organisasi administratif, keadaan nr~lc!'lr!'ln 

dan sarana pelayanan umum dan lain-lainnya. 

Lahan merupakan salah satu komponen pokok pembangunan fisik di wilay 

perkotaan yang sedianya makin terbatas, seiring dengan kebutuhan lahan yang 

meningkat. Oleh karena itu maka aspek pertanahan menjadi sangat penting, 

semakin tingginya permintaan lahan sementara penyediaan relatiftetap 10
. 

Dengan penyediaan lahan relatif tetap dan kebutuhan akan lahan 

semakin meningkat menyebabkan penduduk kota memanfaatkan lahan yang ""'TT'T\' 11 

untuk tempat mereka bemaung, sehingga rumah yang dibangun mempunyai ..... 15.,..,~~ 

kepadatan dan kerapatan yang cukup tinggi, JUga kurang 

lingkungan, kesehatan serta menimbulkan kekurnuhan. Ini 

penyimpangan dari tertib membangun sebagaimana yang disebutkan dalam 

nasional. 

Dalam hubungannya dengan tertib membangun dan kesadaran )..._· •5.,..u..u.,5u.o..~., 1 

perlu dibedakan asal usul kemerosotan berdasarkan golongan masyarakat 

terlibat di dalam proses kemerosotan. Kemerosotan ini disebabkan karena 

mereka untuk dapat survive dalam kehidupan rnereka sebagai manusia. 11 

Dari uraian di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur mempertahankan 

kehidupan mempakan suatu unsur sosial utama yang mewamai tidak adanya 

disiplin/tertib membangun di kalangan golongan masyarakat miskin di kota.12 



kebudayaan serta unsur-unsur umum ( organisasi administratif, keadaan prasarana 

dan sarana pelayanan urnum dan lain-lainnya. 

Laban merupakan salab satu komponen pokok pembangunan fisik di wilayab 

perkotaan yang sedianya makin terbatas, seiring dengan kebutuhan lahan yang terus 

meningkat. Oleh karena itu maka aspek pertanahan menjadi sangat penting, karena 

semakin tingginya permintaan laban sementara penyediaan relatiftetap 10
. 

Dengan penyediaan laban relatif tetap dan kebutuhan akan lahan malab 

semakin meningkat menyebabkan penduduk kota memanfaatkan laban yang sempit 

untuk tempat mereka bernaung, sehingga rumab yang dibangun mempunyai tingkat 

kepadatan dan kerapatan yang cukup tinggi, juga kurang memperhatikan 

lingkungan, kesehatan serta menimbulkan kekumuhan. lni merupakan 

penyimpangan dari tertib membangun sebagaimana yang disebutkan dalam disiplin 

nasional. 

Dalam hubungannya dengan tertib membangun dan kesadaran lingkungan, 

perlu dibedakan asal usul kemerosotan berdasarkan golongan masyarakat yang 

terlibat di dalam proses kemerosotan. Kemerosotan ini disebabkan karena dorongan 

mereka untuk dapat survive dalam kehidupan mereka sebagai manusia.11 

Dari uraian di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur mempertabankan 

kehidupan merupakan suatu unsur sosial utama yang mewarnai tidak adanya 

disiplinltertib membangun di kalangan golongan masyarakat miskin di kota. 12 

1° Karyoedi. M, "Manajemen Lahan Perkotaan" Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Nomor 10 
1993. Triwulan IV/Desember, hal. 13 . 

11 Soetrisno. L , "Suatu Catalan Sosiologis Tentang Kemerosotan Tertib Membangun dan 
Kesadaran Lingkungan di Jndonersia" Sejurnlah Masalah Pemukiman Kota, 1998. hal. 79. 

12 Ibid, hal. 83. 
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Kampung yang tmnbuh secara organik, yang pada akhimya menjelma 

menjadi permukiman kurnub. Kampung semacam ini biasanya tumbuh dan berlokasi 

di pusat kota. 

Ciri-ciri kampung kurnub dan masalah yang timbul antara lain :13 

a. Penduduk sangat padat antara 250-450 jiwalha. Pendapat ahli perkotaan 

(MMUDP,90) menyatakan bahwa apabila kepadatan suatu kawasan telah 

mencapai 80 jiwalha maka akan timbul masalab akibat kapadatan ini, antara 

permnahan yang dibangun tidak mungkin lagi memiliki persyaratan fisiologis, 

psikologis, dan perlindungan terhadap penularan penyakit. 

b. Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, karena 

sempitnya, kadang-kadang jalan ini sudah tersembtmyi di balik atap-atap mmab 

yang telab bersinggungan antara satu sama lain. Di samping sempit, jalan-jalan 

ini juga sering sekali belum dikeraskan, hanya bempa jalan tanah. 

c. Fasilitas drainase sangat tidak memadai dan malahan biasa terdapat jalan-jalan 

tanpa fasilitas drainase, sehingga apabila hujan kawasan ini dengan mudab akan 

tergenang oleb air. 

d. Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim sekali. Ada yang langsung 

membuang tinjanya ke saluran yang dekat dengan mmah, atauptm ada juga yang 

membuangnya ke sungai yang terdekat. Sebagian dari penghuni membuat WC 

cubluk tetapi karena laban sempit, terpaksa barns berdekatan dengan sumur 

dangkal yang dimanfaatkan sebagai sumber air minum, sebingga kemungkinan 

terjadi pencemaran air sumur dangkal ini sangat besar sekali . 

e. Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan air sumur dangkal, 

air hujan atau membeli secara kalengan. 

13 Sinulingga. B.D. Op.Cit. hal. 212. 
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f Tata bangunan sangat tidak teratur dan bangunan pada umumnya tidak 

permanen dan rnalahan banyak yang darurat. 

g. Kondisi-kondisi seperti yang tersebut di atas sangat rawan terhadap penularan 

penyakit. 

h. Pernilikan hak terhadap lahan sering tidak legal, artinya status tanahnya rnasih 

rnerupakan tanah Negara dan para pernilik tidak rnerniliki status apa-apa. 

Meningkatnya jurnlah penduduk seiring dengan rneningkatnya kebutuhan 

akan perurnahan juga tanah (yang rnerupakan surnber daya alarn, dimana tanah 

merupakan kebutuhan yang paling rnendasar dalarn pernbangunan rumah). Narnun 

kenyataannya kebutuhan akan tanah dan rurnah tersebut tidak sebanding dengan 

rnasyarakat yang rnempunyai pendapatan yang rendah sehingga menyulitkan mereka 

untuk membeli tanah rnaupun untuk mernbangun rumah yang layak. Situasi tersebut 

memaksa mereka untuk melakukan sesuatu di luar hukum, seperti mendirikan 

bangunan tidak sesuai dengan izin bangunan, atau mendirikan bangunan di 

sepanjang bantaran sungai, di atas rawa, atau rnendirikan rumah di atas tanah yang 

bukan haknya (miJik orang lain atau Negara). Cara pembangunan mmah seperti ini 

selain liar juga menimbuJkan kesan kumuh, dimana sebagian penghuni rumah 

masih membuang limbah rurnah tangganya langstmg ke sungai maupun rawa. Selain 

itu letak rumah yang tidak beraturan serta padat dan rapat. Fenomena tersebut 

penyebabkan pemrrunan kuabtas lingkungan perkotaan dimana air sungai menjadi 

keruh dan kotor, udara yang baunya menyengat karena terdapat genangan atr, 

timbunan sarnpah atauplill selokan yang tersumbat. 
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2.4. Karakterestik Permukiman Kumuh 

Kondisi permukiman kurnub seringkali digambarkan dan identik sebagai 

kawasan perumahan yang digambarkan memiliki lingkungan yang tidak teratur, 

kotor, kurang sehat,tidak estetis yang keadaannya tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan kota, serta berkaitan erat dengan kemiskinan. Secara umum 

lingkungan permukiman yang dikategorikan sebagai permukirnan kumuh, adalah 

lingkungan perumahan yang memiliki karakterestik sebagai berikut : 

1. Kondisi fisik lingkungannya tidak memenuhi persyaratan teknis dan 

kesehatan. 

2. Kondisi ban gun an yang san gat buruk serta bahan bangunan yang digunakan 

adalah bahan bangtman semi permanen. 

3. Kepadatan bangunan dengan KDB yang lebih besar dari yang diijinkan, 

dengan kepadatan penduduk yang san gat tinggi yang lebih dari 500 jiwalha. 

4. Fungsi-fungsi rumah yang bercampur tidakjelas.14 

Lebih lanjut dikatakan bahwa lingkungan permukiman kurnub dibagi dalam lima 

kategori, berdasarkan pola lokasinya yaitu : 

1. Lingkungan perumahan kurnub yang berada di lokasi strategis dalam 

mendukung ftmgsi kota yang menurut rencana kota dapat dibangun 

bangunan komersial. 

2. Lingkungan perumahan kurnub yang lokasinya kurang strategis dalam 

mendu.kung ftmgsi kota. 

14 Yudohusodo. Op.Cit hal. 35. 
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3. Lingkungan perumahan kumuh yang berada di lokasi yang menurut rencana 

kota boleh dibangtm untuk penunahan. 

4. Lingkungan perumahan kumuh yang berada di lokasi yang menurut rencana 

kota tidak untuk perumahan. 

5. Lingkungan perumahan kumuh yang berada di lokasi yang berbahaya, yang 

memrrut rencana kota disediakan lmtuk jalur pengaman seperti batasan 

sungai, jalur jalan kereta api dan jalur listrik tegangan tinggi. ts 

Ciri-ciri kawasan permukiman kurnuh dalam kota, dapat ditinjau dari 

beberapa sudut pandang seperti : karakterestik fisik, sosial ekonorni dan budaya. 

Menurut Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah, Direktorat Jendral Cipta Karya 

Departemen Pekeijaan Umum 93/94, bahwa karakterestik fisik lingkungan, sosial 

ekonorni dan budaya pada kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut : 

Perumahan yang padat tidak teratur. 

Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. 

Fasilitas dan sarana lingkungan yang tidak memadai. 

Tingkat pendapatan masyarakat rendah. 

Sebagian besar penghuni berpenghasilan tidak tetap. 

Tingkat pendidikan rata-rata rendah. 

Tingkat pengangguran tinggi. 

Tingkat kerawanan sosial dan angka krirninalitas cukup tinggi. 

Masyarakat terdiri dari berbagai suku bangsa dan golongan. 

Status lahan legal umtunnya terletak pada area permukiman sesuai dengan 

perencanaan perkotaan, sedangkan tidak legal adalah di atas lahan yang 

15 Judohusodo, Op Cit. hal43 . 
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peruntukkannya bukan untuk permukiman sebagaimana tercantum pada rencana 

penggunaan lahan. 

Secara lebih terinci karakterestik permukiman kumuh adalah sebagai berikut 16
: 

A. Kondisi rumahnya 

1. Struktur rumah : 

• Kerangka rapuh, asal sambung, bahan sama bersifat semi permanent. 

• Atap pelindung semi permanent dari bahan bekas (seng, plastik). 

• Dinding rumah semi permanent, tidak tahan cuaca. 

2. Kepadatan hunian /nnnah : 3m2 sampai dengan 5m2 per-orang. 

3. Pemisahan fungsi ruang, hampir semua aktivitas anggota keluarga menjadi 

satu dan sudah ada pemisahan jenis kelamin pada kamar tidur. 

4. Ventilasi sangat terbatas dari atap atau dinding. 

5. Separuh lantai nnnah ada perkerasan plester, tegel, kerarnik bekas. 

6. Separuh halaman tergenang air kotor/becek, sampah sedikit. 

7. Kepadatan bangunan terbangun antara 70%- 60%. 

8. Tatanan bangunan ada sirkulasi tetapi kurang memenuhi syarat. 

B. Ketersediaan prasarana dasar lingktmgan 

1. Air bersih masih menggunakan sumur dangkal untuk mencuci, jika ada air 

PDAM digunakan secara kolektif (membeli). 

2. Sanitasi : 

• Tersedia MCK kolektiftapi tidak memenuhi rasio penggunaan (1 :50). 

• Sebagian kegiatan MCK dilakukan diruang terbuka (sungai, cubluk). 

• Jarak septiktank & resapan rumah kurang dari 8 m. 

3. Memasak dan penerangan menggunakan minyak tanah. 

16 Laboratorium Perumahan dan Permukiman-ITS . "Matrik ldentifikasi dan lndikator Permukiman 
Kumuh ". 
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4. Sirkulasi 

• Gang sempit, kendaraan roda dua tidak bisa bersimpangan langsung. 

• Tidak dijangkau oleh kendaraan PMK. 

5. Fasilitas sarana ibadah, pendidikan dan kesehatan : 

• Ada satu rnusholla/tempat ibadah kecil di setiap kampong. 

• Sarana pendidikan hanya ada TK di tingkat kelurahan (jauh). 

• Hanya ada salah satu sarana kesehatan (posyadu) 

6. Sarana Ekonomi 

• Ada toko meracang, tetapi tidak melayani seluruh keluarga. 

• Ada pedagang sayur berkeliling berlokasi di gang. 

7. Ruang terbuka atau lahan terbuka di luar perumahan hanya 7% dari lahan 

penlillahan. 

8. Keadaan kawasan mrujinal tapi dapat diperbaiki yang sifatnya hanya sebagai 

penjelasan transisi . 

C. Kerentanan Status Penduduk 

1. Pendapatan masyarakat (KK) rata-rata kampong antara Rp. 300.000,00-

400 .000,00 per bulan. 

2. Masih banyak pengangguran atau 50% keatas penduduknya bekerja di sektor 

informal. 

3. Tingkat pendidikan masyarakatnya (di atas 50% KK) hanya tamat SLIP dan 

SD atau tidak sekolab. 

4. Hanya ada satu organisasi masyarakat diantaranya PKK, karang taruna , 

Dasa wisma, koperasi dll . 
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D. Aspek Pendukung Lingkungan 

1. Lapangan kelja yang ada hanya bersifat tmtuk bertahan hidup (sub sistem) 

dan sulit ditinggalkan Dinamika Masyarakat, kreatifitas masyarakat bisa dan 

perlu didukung. 

2. Tingkat partisipasi dan kreatifitas masyarakatnya sangat terbatas, hanya 

dalam menyelesaikan masalah pribadi. 

2.5. Model Penanganan Permukiman Kurnub 

2.5.1. Peremajaan Kota 

Pengertian peremajaan kota dapat ditinjau dari tiga lingkup yaitu 

peremajaan kota sebagai suatu proses (pengembangan kembali dari suatu 

kawasan yang telah terbangun untuk meningkatkan produktivitas serta 

kegunaannya), sebagai suatu fungsi (berfungsi sebagai usaha untuk menguasai, 

menata, merehabilitasi atau membangun kembali kawasan yang telah bobrok), 

sebagai suatu program (bagian dari suatu kegiatan pembangtman kota yang 

terkoordinasi dan terpadu dalam rangka pembangunan suatu wilayah kota) 17
. 

Peremajaan kota atau istilah universilnya yang lebih dikenal dengan 

urban renewal, menunjukkan salah satu upaya atau pendekatan untuk menata 

kembali suatu kawasan tertentu dalam kota, dengan tujuan untuk mendapatkan 

nilai tambah yang lebih memadai sesuai dengan potensi serta nilai ekonomi yang 

dimiliki oleh kawasan permukiman kumuh tersebut. Di dalam proses peremajaan 

kota, pada umumnya terjadi perubahan struktur tata ruang, baik secara fisik 

maupun non fisik . Dengan kata lain, penggt1suran atas sarana dan prasarana lama 

17 Sujarto, Djoko. "Masalah Peremajaan Kota". ITB Bandung, 1991. hal. 98. 
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selalu terjadi, meskipun tingkat penggusuran tersebut sangat beragam, 

terganttmg pada situasi dan kondisi dari kawasan yang akan diremajakan. 

Sejalan dengan ini bahwa peremajaan kota di dalam pelaksanaannya 

adalah menghilangkan habis suatu kawasan kurnub dan kemudian membangtm 

kembali dengan yang barn dengan tata lingkungan yang barn yang akan 

disesuaikan dengan standar perencanaan kota18 
. 

Dalam banyak hal, proses peremajaan kota sangat tidak popular, terutama 

dikalangan masyarakat yang terkena oleh proyek peremajaan kota. Para kritikus 

di Amerika Sarikat, yaitu negara yang pertama kali memperkenalkan praktek 

peremajaan kota ini, menyebut upaya peremajaan sebagai urban renewal atau 

the federal bulldozer oleh karena memang banyak sarana perumahan yang masih 

dibutuhkan terkena gusur , demikian pula usaha-usaha kecil serta bangtman-

bangunan tua atau bersejarah yang masih berfungsi. 

Peremajaan kota adalah proses yang sangat mahal, oleh karena itu 

didalam menerapkan metode ini di Indonesia hams lebih berhati-hati dan hams 

belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah menerapkan metode ini. 

Penerapan konsep peremajaan kota hams disertai dengan penyusunan perangkat 

lunaknya yang sejauh mungkin akan memberi tempat atau memperhatikan 

kepentingan masyarakatyang terkena proyek peremaJaan, terutama bagi 

masyarakat yang tergolong tidak mampu atau yang berpenghasilan rendah dan 

sangat rendah. 19 

Tujuan dari peremajaan kota adalah meningkatkan mutu kehidupan dan 

penghidupan, harkat, derajat dan martabat masyarakat penghuni permukiman 

18 Sinulingga. B.D. Op.Cit. hal. 214 
19 Danisworo. "Konseptualisasi Gagasan dan Upaya Penanganan Proyek Peremajaan Kota". 

Pembangunan Kembali Sebagai Fokus. Arsitek ITB. Bandung, 1988. hal 102. 
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kumuh terutama golongan masyarakat berpenghasilan rendah 

mernperoleh pemmahan yang layak dalam lingkungan pemrnahan yang 

dan teratur serta mewujudkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik 

dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata mang kota 

bersangkutan. 20 

Pada awalnya program peremajaan kota dilakukan dengan pe11ae:Ka£atlj 

yang berbeda dengan yang sekarang ini, yaitu tanpa memperhatikan akibat 

akan teijadi tanpa memperhatikan akibat yang akan terjadi pada 

kawasan setempat. Penghuni kawasan 1ni diberi ganti mgi dan 

terserah mereka bagaimana memanfaatkan uangnya. Pada areal bekas ~<~n.\/~~:~n l 

kurnuh ini dibangtm suatu kawasan permukirnan mewah yang rnendatangkan 

keuntungan seperti Permukiman Cempaka Putih Jakarta. 

Pendekatan seperti itu dianggap kurang tepat untuk diterapkan sekarang 

ini karena : 

1. Dapat teijadi bahwa penduduk eks kawasan kumuh menjadi lebih metan:u1 

karena tidak dapat mengelola uang ganti mgi dengan baik. Uang ini sering 

dipakai untuk membeli barang-barang konsumtif sehingga mereka dari 

rnemptmyai nm1ah walaupun kurnub rnenjadi tidak mernptmyai nm1ah lagi . 

2. Penduduk dari eks kawasan kumuh ini akan mencari pemukiman bam dan 

akan rnemilih daerah kurnub juga, karena relative lebih murah. Oleh karena 

itu program ini tidak akan menurunkan persentase penduduk yang tinggal di 

kawasan kunltJ.h, hanya rnernberi kenyamanan pada sekelompok orang yang 

telah menempati kawasan eks kumuh yang telah ditingkatkan menjadi 

kawasan mewah. 

20 lnstruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990. 
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3. Peremajaan seperti itu menimbulkan kesan telah terjadi penggusuran 

kelompok masyarakat miskin oleh masyarakat kaya. 

Oleh karena itu diadakan pendekatan-pendekatan barn yaitu dengan membangun 

tanpa menggusur dan ketentuan ini diatur dalam Inpres No. 5 Tahun 1990 

ten tang Peremajaan Permukiman Kurnub Yang terletak di atas Tanah Negara, 

yang pada prinsipnya mengatur pembangunan kawasan kmnuh kembali, dan 

tetap diberikan kepada orang-orang yang tadinya bermukim di sana. Pada 

perinsipnya metode ini adalah sebagai berikut : 

• Seluruh penduduk pada kawasan kurnub ditampung kembali di kawasan 

semula, dengan cara membangun nunah susun untuk mengurangi kepadatan 

kawasan. 

• Karena penduduk pada kawasan kurnub itu biasanya berpendapatan rendah 

dan tidak akan sanggup membayar biaya pembangunan maka harus diadakan 

prinsip subsidi, yang artinya tidak semua biaya pembangunan dibebankan 

kepada mereka. 

• Sebagian dari tanah Eks kawasan kurnub akan diberikan kepada pihak swasta 

untuk membangun bangunan komersial dan hasilnya digtmakan untuk dana 

subsidi untuk masyarakat dengan penghasilan rendah tadi. 

• Oleh karena biasanya dana dari tanah sisa itu juga tidak cukup untuk subsidi 

maka pemerintah diharapkan untuk turun tangan membangun prasarana dan 

sarana. 

Dengan cara ini maka akan diperoleh suatu kawasan dengan penggunaan ganda 

yaitu rumah sustm dengan bangtman komersial, dan dalam hal ini masyarakat 

tidak tidak terusir dari tempatnya dan mereka tetap menikmati basil 

pembangunan pada lokasi tersebut. Sebagai konsekuensinya, pemerintah 
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terpaksa turun tangan membantu dana, tidak seperti pendekatan pertama tadi 

dimana pemerintah hanya berfungsi sebagai pengatur tidak ikut mengeluarkan 

dana. 

Konsep yang diuraikan di atas hanyalah barn merupakan konsep dasar. 

Di dalam praktek pelaksanaannya tidak sesederhana itu karena pada umumnya 

penghuni kawasan kurnub itu tidaklah benar-benar homogen. Mereka terdiri dari 

berbagai lapangan pekerjaan, dan kemampuan yang berbeda-beda. Di samping 

itu kondisi perumahan pada kawasan kurnub itu juga tidak sama, ada yang sudah 

permanen dan luasnya memadai, sehingga kelompok ini akan sangat keberatan 

untuk diadakan peremajaan kawasan kurnub, apalagi kalau diminta tinggal di 

mmah susun yang luasnya sudah standar dan biasanya kecil sehingga ia benar­

benar merasa dirugikan. Demikian juga kalau hanya menerima ganti rugi maka 

ia akan keberatan untuk meninggalkan lokasi yang selama ini telah ia tinggali. 

01eh karena itu kenyamanan kondisi penghuni hams dipelajari untuk membuat 

konsep penanganan, sehingga konsep penanganan ini akan mungkin berbeda 

antara satu kota dengan kota lain ataupun antara satu kawasan kurnub dengan 

kawasan kurnub lainnya21 

2.5.2. Land Sharing 

Pada prinsipnya adalah suatu cara pembangunan yang dilakukan pada 

kawasan pusat kota, berada di atas tanah N egara dan memptmyai kepadatan 

bangunan tinggi. Konsep atau model land sharing ini dapat diterapkan pada 

kawasan permukiman, perdagangan dan industri . Secara umum konsep atau 

model land sharing ini baik diterapkan pada kawasan permukiman kurnub, 

2 1 Sinulingga. B.D. Op.Cit. hal. 214-216. 
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karena penataan kawasan dilakukan dengan cara membangun tanpa menggusur 

tetapi menggeser. Penanganan kawasan kumuh tersebut terutama ditujukan pada 

pemukim-pemukim yang menempati tanah Negara dengan pembangunan rumah 

susun, dengan maksud agar sebagian tanah dapat dijual kepada pihak lain untuk 

meringankan biaya pembangunan fisik. Dengan adanya bantuan biaya dari hasil 

penjualan tanah (subsidi silang) merupakan usaha untuk memperkecil harga jual 

dengan sistem kredit kepada penghuni kawasan. Pembangunan kembali pada 

kawasan pennukiman kumuh di atas tanah negara itu secara vertikal maksimal 4 

( empat) lantai. Maksud pembangunan secara vertikal adalah sebagai berikut : 

1. Supaya dapat menampung seluruh penghuni. 

2. Harga tanah di pusat kota relatif tinggi. 

3. Sebagian tanah digtmakan untuk kebutuhan so sial. 

4. Sebagian dijual kepada pihak swasta atau pemerintah guna memperkecil 

biaya pembangtman untuk meringankan harga sewa atau cicilan. 

5. Sebagian diserahkan pada pemerintah untuk membangun infra struktur dan 

fasilitas sosiallainnya sebagai penduktmg kawasan. 

2.5.3. Konsolidasi lahan22 

Konsolidasi lahan adalah suatu metoda dengan pembangunan yang 

didasari oleh kebijaksanaan pengaturan penguasaan tanah, penyesuaian 

penggtmaan tanah dengan rencana tata gtma tanah atau tata mang dan pengadaan 

tanah untuk kepentingan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup atau 

pemeliharaan sumber daya alam. 

22 Sinulingga. B.D. Op.Cit , hal . 21 9-221. 
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Konsolidasi juga merupakan suatu sistem pengembangan lahan 

inkonvensional yang saat ini telab diterapkan dibeberapa daerab di Indonesia, 

antara lain : Denpasar, Bandung, Palu, Kendari dan beberapa kota lain. Pada 

prinsipnya secara konseptual konsolidasi laban kota mengandung tujuan : 

a. Menggabungkan secara sistematis laban yang berpencar-pencar dan tidak 

teratur disesuaikan dengan tata ruang. 

b. Meredistribusikan laban yang telah ada dikonsolidasikan kepada pemilik 

laban secara proporsional. 

c. Mengatur bentuk dan letak persil pemilikan. 

d. Meningkatkan nilai ekonomis rnelalui pengadaan prasarana dan sarana 

lingkungan yang memadai di atas lahan yang disumbangkan oleh pemilik 

(Direktorat Tata Kota dan Tata Daerab, 1990). 

Prinsip dasar konsolidasi tanab adalah : 

1. Kegiatan konsolidasi tanah rnernbiayai dirinya sendiri. 

2. Adanya land polling yang juga merupakan ciri khas konsolidasi tanah 

3. Hak atas tanab sebelum dan sesudab konsolidasi tidak berubab rnenjadi lebib 

tinggi atau lebih rendah. 

4. Melibatkan peran serta secara aktif para pernilik tanab. 

5. Tanab yang diberikan kembali pada pemilik mempunyai nilai yang lebib 

tinggi dari pada sebelum konsolidasi tanab. 

Prinsip-prinsip lain yang perlu diperhatikan adalab : 

a. Pemerintab yang berinisiatifrnernbuat site plan untuk kawasan kurnub. 

b. Penduduk miskin dapat berpartisipasi dalam proses penataan ulang. 

c. Pernerintab berusaba tmtuk tidak memindabkan penduduk ke tempat lain. 

d. Pemerintab berinisiatif dalam proses pemberdayaan penduduk miskin. 
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Ditinjau dari faktor kemungkinan pelaksanaannya, diutamakan tanah 

milik, yang lokasinya berada di daerah transisi dan pinggiran kota dengan 

kepadatan bangunan masih jarang, areanya yang cukup luas, sedangkan untuk 

pusat kota dilaksanakan pada daerah permukiman yang berkepadatan tinggi, 

dengan area yang cukup luas berada di atas tanah milik. Dari pelaksanaan Land 

Consolidation atau konsolidasi tanah, manfaat yang dapat dipetik antara lain : 
' 

- Tersedianya tanah untuk prasaranajalan dan fasilitas umum tanpa ganti rugi. 

- Lingkungan tertata secara baik sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga 

terdapat jaminan kepastian penggunaan tanah? 3 

Metode Pembangunan dengan konsolidasi lahan perkotaan juga 

menyangkut kepada kepemilikan tanah yang letak dan posisinya tidak teratur. 

Pada prinsipnya konsolidasi lahan adalah pengaturan kembali, hak atas tanah 

dan tata guna tanah dari suatu kawasan. Sebelum diadakan konsolidasi tanah, 

pemilik tanah tidak teratur bentuknya dan tidak mempunyai lahan tmtuk fasilitas 

umum dan fasilitas sosial pemukiman dan kadang-kadang tidak memiliki 

jaringan jalan yang cukup. Setelah diadakan konsolidasi tanah maka kawasan 

tersebut akan memiliki persil yang teratur letaknya, mempunyai jaringan jalan 

yang baik, mempunyai lahan untuk fasilitas sosial dan kalau memungkinkan dan 

disepakati maka jalan pada kawasan itu sudah dapat di keraskan. 

Dengan pengaturan tersebut, maka kawasan tersebut akan menjadi 

kawasan yang layak sesuai dengan standar perencanaan kota.Tetapi perlu diingat 

bahwa segala kebutuhan akan fasilitas tersebut harus dipikul oleh pemilik 

dengan cara melepaskan sebagian tanahnya untuk biaya pembangunan yang 

dinamakan Sumbangan Tanah tmtuk Partisipasi Pembangtman (STPP). 

23 Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah BPN."Konsolidasi Tanah". 1990/1991, hal. 54. 
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Gambar di bawah ini menunjukkan keadaan sebelum dan sesudah konsolidasi 

tanah perkotaan . 

Sebelum 

~ Jalan 

Batas persil 

Sesudah 

Jalan 

Batas persil 

Gambar. 2. Keadaan sebelum dan sesudah konsolidasi tanah perkotaan. 

Untuk dapat melaksanakan konsolidasi tanah pada sebuah kawasan maka 

perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : 

e. Peketjaan pendahuluan yaitu berupa penilaian terhadap kawasan serta 

mengadakan pemberian informasi kepada pemilik lahan pada kawasan 

tersebut. Apabila 85% dari jumlah penghuni yang mencakup 85% luas areal 

telah setuju maka walikota dapat mengeluarkan Surat Keputusan tentang 

lokasi konsolidasi tanah perkotaan tmtuk kawasan tersebut. 

f. Selanjutnya diadakan pengumpulan data, termasuk survai dan membuat peta-

peta situasi tanah, tata guna tanah serta inventarisasi dari para pemilik. 

g. Pengaturan tentang pembagian persil untuk masing-masing pemilik tanah 

yang biasanya seimbang dengan kepemilikan semula setelah dikurangi 

fasilitas umum dan STPP dan rencana blok yang berdasar kepada rencana 

kota. Apabila telah memperoleh persetujuan maka konsolidasi tanah siap 

untuk dilaksanakan. 
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h. Selanjutnya diberikan hak-hak atas tanah mereka. 

1. Pelaksanaan konsolidasi tanah sesuai dengan rencana yang telah 

dilaksanakan. 

2.5.4. Program Perbaikan Kampung (KIP) 

Prinsip dasar dari perbaikan kampung yang dilakukan di Indonesia adalah 

perbaikan lingktmgan pada kampung-kampung kt1muh di pusat kota yang berada 

di atas tanah milik masyarakat yang mempunyai kepadatan tinggi. 

Perbaikan kampung pertama yang termasuk berhasil dilakukan di Jakarta 

yang terkenal dengan "Proyek Husni Thamrin" di mulai tahun 1969. Oleh 

karena sukses perbaikan kampong ini, maka ada perhatian dari badan keuangan 

dunia, untuk membantu proyek ini. Bank Dunia memberi pinjaman kepada 

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Kota Madya Surabaya 

untuk program perbaikan kampung tahun 1974-1979. Selanjutnya proyek 

perbaikan kampong ini diperluas untuk kota-kota lain seperti Bandtmg, dan 

Medan, dana pembangunannya bukan saja oleh Bank Dunia melainkan dari bank 

Pembangunan Asia. 

Program perbaikan kampung ini dinilai sangat berhasil karena dapat 

meningkatkan kualitas fisik lingktmgan bersamaan dengan meningkatnya derajat 

kesehatan rnasyarakat. Beberapa kegiatan dari program perbaikan kampung ini 

ialah : 

• Melebarkan jalan-jalan sempit, ataupun sekurang-kurangnya memperkeras 

gang-gang yang selama ini kondisinya becek. 

• Membangun parit-parit lingktmgan untuk mencegah terjadinya genangan air 

waktu musim hujan. 
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• Menyediakan fasilitas penyediaan air bersih bempa pet umum ataupun kalau 

memungk:inkan adalah pengadaan MCK (Mandi, Cuci, Kakus). 

• Menyediakan sarana pembuangan sampah bempa kereta dorong dan 

perlengkapan lainnya. 

Pada umumnya perbaikan kampung ini tidak memperbaiki tata letak 

bangunan, hanyalah meningkatkan kondisi yang ada agar lebih higienis. Oleh 

karena itu ada juga yang tidak setuju dengan program ini karena kawasan yang 

ada tetap tidak akan sesuai dengan standar rencana kota dan mereka menyatakan 

bahwa program ini mempakan suatu kawasan yang tidak teratur dan tidak akan 

pernah menjadi teratur. Namun untuk jangka menengah program ini rnernang 

sudah banyak mernberi manfaat walaupun untuk jangka panjang hams dicari 

jalan pemecahannya berupa program peremajaan kota (urban rem:wati4
. 

2.6. Peran Aktor Pembangunan 

Meskipun peran rnasyarakat rnenunjukkan dengan nyata sebagai unsur yang 

penting dalam penentuan dalam keberhasilan pelaksanaan pernbangunan ataupun 

penataan pemmahan/permukiman bertumpu pada masyarakat, namun dalam 

perwujudannya tidak terlepas dari dukungan peran pelaku/aktor pembangtman 

lainnya yakni pernerintah. Konsultan dan organisasi pelaksana dimana peran 

pelaku/aktor pembangunan tersebut dituntut kontribusinya agar keberhasilan 

pelaksanaannya dapat tercapai dengan baik. 

Adapun peran pernerintah, konsultan pernbangtman dan organisasi pelaksana 

dalam penyelenggaraan penatraan permukiman adalah sebagai berikut : 

24 Sinulingga. B .D Op.Cit, hal 21 2-214. 
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1. Peran Pemerintah 

Berdasarkan SK Menteri Negara Perumahan Rakyat No.061KPTS/1994, 

kedudukan pemerintah baik pusat maup1.m daerah dalarn pelaksanaan peremajaan 

permukirnan kumuh dengan pola pernbangunan berturnpu pada masyarakat adalah 

sebagai pemirnpin (anabler) yang memiliki peran sebagai katalisator dan sekaligus 

mengendalikan secara adil. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa pemerintah secara 

khusus berperan memobilisasi sumberdaya untuk memampukan penduduknya 

merumahkan diri secara layak dan memberikan pelayanan tehnik dan manajemen 

termasuk kemudahan perizinan. 

Peran pemerintah dalam kedudukannya sebagai pemampu (enabler), lebih 

diarahkan untuk rnemberikan dukungan kemudahan dan mengakomodasi dari sisi 

non bangunan rumah (seperti prasarana, sarana dan akses sertifikasi) yang 

pada akhirnya akan rnemberikan kemudahan bagi rnasyarakat untuk 

membangun/memperbaiki rumahnya sendiri.25 Ditegaskan lagi bahwa dukungan 

pejabat dalam kegiatan pernbangunan partisipatif sangat diperlukan dan banyak hal 

dipersyaratkan hams berpartisipasi agar masyarakat menjadi efisien dan berhasi1?6 

Peran pemerintah sebaiknya dibatasi pada pengelolaan surnber-smnberdana 

pengelolaan penggunaan lahan, pengadaan prasarana terutama air bersih dan 

kegiatan-kegiatan lain pada sekala kota agar masyarakat dapat benar-benar 

berpartisipasi dalam memperbaiki ataupun membangun permukimannya27
. Lebih 

lanjut Habitat dalarn Panudju (1999) mengemukakan bahwa peran pernerintah kota 

25 Handrianto,D. "Peremajaan Permukiman dengan Pendekatan Bertumpu Pada Masyarakat sebagai 
Alternatif Penanganan Permukiman Kumuh ". Jurnal Penelitian Wilayah dan Kota, No.22 Sept 
1999. 

26 Cornea. Michael,M. "The Building Blocks of Participation, Testing Bottom-up Planning ". World 
Bank Discussion Papers, No. l66. talmn 1992 

27 Pandju,B. " Pengadaan Perumahan Kota dengan Peranserta Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah ". Alumni Bandung 1999. 
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sebagai pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah bertanggung jawab 

dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan penyediaan 

lahan dan prasarana untuk keperluan penataan ataupun pembangunan 

penunahan/permukimano 28 

Sedangkan Bank Dunia merekomendasikan peran pemerintah secara 

keselumhan dengan dengan tidak membedakan peran pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengadaan pemmahan ataupun penataan 

permukimano Peran dimaksud meliputi tujuh instmmen yang dipergunakan untuk 

melaksanakan strategi pemberdayaan, yaitu : 

10 Mengembangkan hak kepemilikan yang memberikan jaminan atas status 

kepemilikan dan penggunaan mmah maupun lahan yang dilengkapi dengan 

peraturan yang benar-benar dilaksanakano 

20 Membentuk sistem pendanaan dengan kredit 0 

30 Merasionalkan subsidio 

40 Menyediakan prasarana untuk lahan pemmahano 

50 Mengatur lahan dan pembangtman nunaho 

60 Mengorganisir industri bangunano 

7 0 Memperkuat institusi yang dapat melihat masalah secara keselumhan, 

menyatukan berbagai lembaga pemerintah yang penting sektor swasta, 

lembaga non pemerintah dan organisasi kelompok masyarakat (Panudju, 

1999) 

28 Panudjuo Ibit. Hal 400 
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2. Peran Konsultan Pembangunan 

Konsultan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan 

pada kelompok masyarakat berdasarkan Sk Menteri Negara Perumahan Rakyat 

No.06/KPTS/1994 memiliki peran sebagai pembimbing dan pendamping organisasi 

klien!KSM dalam pemupukan modal/potensi pembangunan menyelenggarakan 

pembangtman masyarakat (Community Development) dan pembangtman pemmahan 

secara serta kegiatan terkait. Demikian pula Kusuma (1999) menyatakan bahwa 

proses pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama (subjek) 

pembangunan, menuntut adanya fungsi konsultasi pembangunan, yang selanjutnya 

disebut sebagai konsultan pembangunan dan berperan : 

a. Untuk. memberdayakan masyarakat agar mampu berperan sebagai pelaku utama 

pembangunan sehingga dapat menempatkan diri sejajar dengan pelaku 

pembangunan lainnya. 

b. Untuk. mendukung proses penggalangan kelompok dan menjadi perantara dan 

sekaligus katalisator dalam menggalang sumberdaya individu maupun akses ke 

pelaku pembangunan lainnya (seperti pemerintah, bank, swasta dan lain 

sebagainya ). 

c. Sebagai pendamping "kelompok membangun" mulai dari konstruk.si 

pembangunan sampai dengan manajemen pengelolaan lingkungan permuk.iman. 

d. Sebagai mediator/perantara dan mitra bagi para pelaku pembangunan lainnya 

seperti pemerintahlswasta untuk bersama-sama mengembangkan lingkungan 

permuk.iman. 
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3.1. Tipologi Penelitian 

BABill 

METODE PENELITIAN 

Penelitian mengenai kajian model penanganan permukiman kurnub di kota 

Tembilahan iru pada dasarnya adalah merupakan studi kasus yang mengandtmg 

makna bahwa dari objek yang dikaji dapat diperoleh fakta yang menggambarkan 

parameter-parameter dari model penanganan permukiman kurnub yang untuk 

selanjutnya dapat diterapkan atau ditransformasikan bagi kepentingan 

pembangtman. 

Berdasarkan ciri atau masalah yang akan dipecahkan maka penelitian ini 

menggunakan metode kwalitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. 

Pertimbangannya antara lain : pertama, menyesuaikan metode kwalitatif lebih 

mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, met ode kwalitatif lebih 

peka dan lebih dapat menyesuaikan dengan banyak peninjauan pengaruh bersama 

dan terhadap pola-pola nilai dari objek yang dihadapi.29 

··· ---~-- ··- -·. 

3.2. Pendekatan Penelitian 

i» kilUK p~1~ s~U 1 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis 

yaitu untuk mengukur secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu dengan 

melakukan penghimpunan fakta tetapi tidak melakukan hipotesa. Selanjutnya secara 

harfiah, bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

membuat pencandraan ( deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. 

Dalam arti penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif 

29 Moleong ,L.J "Metodologi Penelitian Kualitatif'. Remaja Karya Bandung 2001 , hal. 5 
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semata-mata, tidak perlu mencari atau menerangkan sating hubungan, mentes 

hipotesis, membuat ramal an a tau mendapatkan makna implikasi. 30 Pelaksanaan 

metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan 

data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu31
. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Perumusan konsep dan definisi permukiman kurnub. 

2. Perumusan variabel, parameter dan data. 

3. Pengumpulan data sekunder yang relevan. 

4. Membuat deskripsi analisis tentang data yang diperoleh. 

5. Membuat komperasi dan interpretasi data yang didapat dengan model 

penanganan permukiman kumuh yang ada. 

6. Menentukan model penanganan permukiman kurnub di wilayah studi. 

3.3. Tahapan Penelitian 

3.3.1. Persiapan Survai dan Survai Awal 

Agar penelitian yang direncanakan mampu mengakomodasi berbagai 

kepentingan, maka perlu dilakukan survai lapangan dalam rangka pengumpulan 

data primer, sedangkan untuk data sekunder akan dilakukan survru 

instansional.Persiapan survai yang dilakukan meliputi kegiatan-kegiatan : 

a. Persiapan dasar, berupa pengkajian data atau informasi dan literatur yang 

berkaitan dengan kawasan studi. 

30 Suryabrata S. " Metodologi Penelitian". PT Raja Grafindo, Jakarta 1983, hal . 18-19. 
3 1 Surakhmad, W. "Dasar dan Tekni Research". Pengantar Metodologi Ilmiah. Tarsito Bandung, 

1994 hal. 131. 
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b. Mernpersiapkan instrument survai data sekunder yang bempa daftar isian 

bempa tabel-tabel yang pengisian datanya pada dinas dan instansi maupun 

swasta. 

c. Mengumpulkan data instansi yang telah ada pada instansi pernerintah seperti 

Bappeda Kabupaten lndragiri Hilir dan instansi terkait serta pemerintahan 

tingkat kelurahan. 

d. Mempersiapkan daftar pertanyaan untuk dilapangan jika data yang 

dibutuhkan tidak tersedia pada dinas dan instansi yang dihubungi. 

3.3.2. Pelaksanaan Survai 

Tujuan survai adalah untuk mendapatkan berbagai data yang dibutuhkan 

dalam penelitian antara lain meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1. Survai data instansional, yaitu pengumpulan data atau perekaman data dari 

instansi-instansi terkait. Hasilnya bempa uraian, data angka atau peta 

khususnya mengenai keadaan kawasan penelitian dan kawasan di 

sekitar/dekat dengan kawasan penelitian serta keadaan kota Tembilahan 

secara umum. 

2. Survai lapangan untuk mengkaji data instansional dan mengetahui keadaan 

lapangan sebenarnya meliputi : untuk lingkup makro (kota) data yang perlu 

dipetakan adalah lokasi kawasan permukirnan kumuh dalarn kota 

Tembilahan, lokasi kawasan studi dalarn pusat kota, lokasi kawasan studi 

dalarn kecamatan dan batas lokasi kawasan studi dalam kelurahan. 

3. Observasi dan wawancara, yaitu untuk melengkapi data di atas apabila 

dirasakan sangat penting untuk diperoleh informasi yang lebih rinci 

misalnya ingin rnengetahui dan menampung keinginan rnasyarakat secara 
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langsung yang tidak ada dalam daftar pertanyaan. Kemudian untuk 

mengetahui sejarah timbulnya perkampungan kurnuh. Prosedur atau cara 

mereka mendapatkan tanah itu apakah ada cara-cara tertentu. 

3.4. Aspek Yang Dilihat, Perameter dan Data 

V ariabel dan data akan dikumpulkan menyangkut beberapa hal untuk 

memudahkan dalam menentukan batasan dan bentuk data yang akan diperoleh di 

lapangan, seperti terlihat pada Tabel3 .1 

Tabel3.1. 
Aspek, Parameter, dan Data yang diperlukan. 

Aspek 

1 
Pola penggunaan ruang 
Karakterestik penghuni 

Status tanah dan bangtman 

Sarana dan prasarana 

Parameter 

2 
Kegiatan fisik 
Pendidikan 
Kependudukan 
Mata pencaharian 

Hak milik 
Tanah Negara 
Milik sendiri 
Sewalkontrak 
Tanpa ijin/hak 
Pendidikan 
Kesehatan 
Perdagangan 
Pemerintah 
Peribadatan 
Ruang terbuka 
Jalan 
Air bersih 
Drainase 
Saluran limbah 

Data 

3 
Bangtman (jumlah, kondisi) 
Tingkat pendidikan 
Strukturpenduduk 
Jenis peketjaan kepala 
keluarga 
Luas lahan 
Luas laban 
Jumlah rumah 
Jumlah rumah 
Jumlah rumah 
Jumlab (Tk. ,SD,SLTP,SLT A) 
Jumlab (Puskesmas, BKIA) 
Wanmg, toko 
Balai pertemuan, Ktr Lurah 
Mesjid, gereja dll 
Jumlah lokasi 
Kondisi 
Kondisi 
Kondisi 
Limbah cair dan adat 

Sumber :Dari Ins/ansi lerkail alaupun Hasi/ Survai Lapangan. 
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3.5. Cara Analisis 

Analisis dilakukan berkaitan dengan tujuan penelitian antara lain : 

1. Melakukan analisis dan interpretasi dari deskripsi data tentang kondisi fisik, 

dan sosial budaya pada kawasan kumuh. Analisis dikaitkan dengan kriteria 

kurnub . 

2. Melakukan analisis dan interpretasi dari deskripsi data ten tang karakterestik 

penghuni pada kawasan permukiman kmnuh. Analisis dikaitkan dengan 

karakteristik penghuni permukiman kumuh. 

3. Melakukan analisis dan interpretasi dari deskripsi data tentang kebijaksanaan 

Pemerintah Daerah yang sudah dilakukan dalam menangani kawasan 

permuk:iman kurnub. 

4. Analisis dan interpretasi dari deskripsi data yang diperoleh di lapangan dan 

kajian pustaka, kemudian dikaitkan dengan konsep model atau pola 

penanganan kawasan permukiman kurnub dan merumuskan konsep 

penanganan yang sesuai untuk diterapkan pada kawasan studi. 
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ANALISIS MODEL KONSEP PENANGANAN 
PERMUKIMAN KUMUH 

Studi Kasus Pada Permukiman Kurnub Kota Tembilahan 

Land 
Sharing 

Konsolidasi 
Lahan 

Survai dan Metode Penelitian 
1. Tipologi Penelitian 
2. Pendekatan Penelitian 
3. Tahap Penelitian 

- Persiapan Survai & 
Survai Awal 

- Pelaksanaan Survai 

Analisa Terhadap Masing-masing Model 
Terhadap Status Tanah & Jumlah Bangunan 

Gam bar 3. Kerangka Penelitian 
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BABIV 

KEADAAN UMUM DAERAH 

4.1. Gambaran Makro Kawasan Studi 

4.1.1. Karakteristik Fisik Kota Tembilahan 

Kota Tembilahan adalah ibukota Kabupaten Indragiri Hilir yang terletak 

di bagian Selatan wilayah Propinsi Riau, berjarak lebih kurang 350 km dari 

Kotamadya Pekanbaru. Secara Administratif kota Tembilahan berbatasan 

dengan : 

• Sebelah Utara 

• Sebelah Selatan 

• Sebelah Sarat 

• Sebelah Timur 

Kota) 

: Kecamatan Satang Tuaka (Sungai Satang Tuaka) 

: Kecamatan Enok (Parit Jawa dan Parit Gumptmg) 

: Kecamatan Tempuling (Parit 12 Pulau Palas) 

: Kecamatan Satang Tuaka (Parit 17 Tembilahan 

Secara geografis kota Tembilahan terletak pada bagian tengah dari 

Kabupaten lndragiri Hilir, dengan luas kota saat ini sekitar 256_,1 7 km2 atau 

25.617 Ha. Terletak pada posisi 00° 19'33,23" LU dan 103° 09'33,25" ST. 

Tinggi pusat Pemerintahan Wilayah Kecamatan dari permukaan laut adalah 

1-4m dengan suhu 37°C. Kondisi topografinya relatif datar dengan kemiringan 

antara 0 - 5% dan ketinggian rata-rata 2,5 meter di atas permukaan air laut. Kota 

Tembilahan terbagi atas 8 bagian wilayah kelurahan/desa yaitu : 

• Kelurahan Tembilahan Kota (344 ha) 

• Kelurahan Tembilahan Hilir ( 1.15 5 ha) 

• Kelurahan Tembilahan Hulu (1.706 ha) 

• Kelurahan Sungai Beringin (1.893 ha) 
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• Kelurahan Pekan Arba (1.508 ha) 

• Pulau Palas (10,27 ha) 

• Pekan Kamis (2,35ha) 

• Seberang Tembilahan (6,39 hai2 

Kota Tembilahan sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi pasang surut 

yang sangat berpengaruh pada sistem drainase kota, karena dengan topografi 

yang relatif datar akan sulit untuk mengalirkan air buangan. Secara hidrologis, 

sumber air terbesar dari sungai Indragiri. Dengan adanya pasang sumt yang 

cukup tinggi menyebabkan adanya intmsi air laut yang mencapai kota 

T embilahan, sehingga sangat mempengaruhi sumber air baku terse but, temtama 

dalam penyediaan air bersih sistem perpipaan. Dampak dari kondisi tersebut, 

tingkat pelayanan air bersih yang dapat diberikan menjadi terbatas. 

4.1.2. Penduduk dan Kegiatan Usaha 

Jumlah penduduk kota T embilahan pada tahtm 2001 sebanyak 69.004 

jiwa yang terdiri dari 14.180 KK, dengan jumlah 34.297 jiwa laki-laki dan 

34.725 jiwa perempuan. Ditinjau dari pembagian penduduk menurut agama 

dapat dilihat pada Tabel4.1 

Tabel4.1 
Jumlah Penduduk Menurut Agama 

No Agama Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

1 2 3 4 

1. Islam 67.995 98,54 
2. Katolik 59 0,09 
3. Protestan 388 0,56 
4. Budha 562 0,81 

Sumber: Tembilahan dalam angka tahun 20013 

32 Pemerintah Kab. Indragiri Hilir. "Pekerjaan Perencanaan Kawasan Pemukiman Kota 
Tembilahan". Proyek Perencanaan Kawasan Pemukiman Perkotaan Di Tembilahan Kab. Indragiri 
Hilir T A. 2000. hal . I- 1. 

33 Badan Pusat Statistik Tembilahan. " Tembi/ahan Dalam Angka Tahun 2002" 
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Berdasarkan tabel terse but terlihat bahwa penduduk kota T embilahan 

sebagian besar beragama Islam yaitu sekitar (98,54%), kemudian diikuti oleh 

penduduk yang beragama Budha (0,81 %). Selebihnya menganut agama Katolik 

(0,09%) dan Protestan (0,56%). 

Diperkirakan pada tahun 2005 penduduk kota Tembilahan akan 

mencapai 83.341 jiwa dengan laju perkembangan penduduk rata-rata sampai saat 

ini mencapai 1,26%, yang tersebar pada 8 (delapan) kelurahan yaitu : Kelurahan 

Pulau Palas, Seberang Tembilahan, Tembilahan Hilir, Tembilahan Kota, 

Tembilahan Hulu, Pekan Kemis, Pekan Arba dan Sungai Beringin. Penduduk 

terpadat berada di Kelurahan Tembilahan Kota dan Tembilahan Hulu dengan 

tingkat kepadatan sekitar 6.705 jiwalkm2
, jumlah penduduk di kedua kelurahan 

tersebut pada tahun 2002 sebanyak 38.616 jiwa yang diperkirakan akan 

meningkat menjadi 46.839 jiwa pada tahun 2005. 

Sebagian besar mata pencaharaian penduduk dibidang pertanian dan 

perdagangan. Perkembangan industri perkebunan seperti kelapa, dalam beberapa 

tahun terakhir ini menunjukk:an pertumbuhan yang cukup tajam, hal ini 

berpengaruh sangat kuat terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan daerah. 

Mengenai mata pencarian penduduk ini dapat dilihat pada tabel4.2 di bawah ini. 

Tabel4.2 
Mata Pencarian Penduduk Kota T embilahan 

No Jenis Mata Pencarian Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

1 2 3 4 

1. Petani 43 .088 62,44 
2. Buruh Tani 5.469 7,92 
3. Buruh Industri 765 1,11 
4. Buruh Bangunan 656 0,95 
5. Perda an an/Hotel 10.273 14,89 
6. ABRI + Polri 525 0,76 
7. Pensiunan (ABRl + PNS) 489 0,71 
8. PNS 2.997 4,34 
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1 2 3 4 
9. J asa Peroran an 515 0,75 
10. Lain-lain 4.227 6,13 

Sumber : Tembilahan dalam angka tahun 2001. 

Berdasarkan tabel di atas, penduduk kota Tembilahan mata pencariannya 

sebagian besar sebagai petani (62,44%). 1ni sesuai dengan kondisi alam terutama 

struktur tanah berupa tanah gambut dan dipengaruhi oleh pasang surut. Petani 

yang ada di kota Tembilahan sebagian besar petani kelapa, baik berupa kelapa 

dalam, kelapa sawit ataupun kelapa hibrida. Selain didominasi mata pencarian 

dibidang pertanian, penduduk kota Tembilahan banyak juga yang bergerak di 

bidang perdagangan danjasa (14,89%). Hal ini terlihat semakin berkembangnya 

kota Tembilahan sebagai kota perdagangan. Hal ini disebabkan karena kota 

T embilahan merupakan ibukota kabupaten yang terletak di bagian selatan 

Propinsi Riau, yang menghubungkan wilayah-wilayah hinterland, terutama yang 

menyangkut kota-kota perdagangan lainnya dari kabupaten yang terdekat seperti 

Bintan, Tanjung Balai Karimun, Batam, Tanjung Pinang dan Kuala Tungkal 

(Propinsi Jambi) sehingga merupakan pintu gerbang Riau bagian selatan untuk 

masuknya barang-barang perdagangan dari daerah- daerah tersebut. 

Penggunaan lahan di Kecamatan Tembilahan terutama digunakan untuk 

pertanian. Dari data statistik Kecamatan T embilahan di dapat luas tanah kering 

menurut penggunaan lahan di Kecamatan Tembilahan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

34 Badan Pusat Statist:ik Tembilahan. Tahun 2002. Ibid. 
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Dari tabel tersebut terlihat bahwa sebagian besar rurnah terbuat dari kayu/papan 

dan lantainyajuga terbuat dari papan. 

Sebagian rurnah penduduk di kawasan studi dibangun dalam batas 

wilayah sempadan sungai yaitu kurang dari 100 m dari titik pasang tertinggi, hal 

ini bertentangan dengan Kepres No. 57 tahun 1989, yang dipertegas oleh Surat 

Edaran Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, tentang larangan pemberian izin 

bangunan pada kawasan tersebut. 

4. Status Sosial Ekonomi Masyarakat 

Pada umumnya warga masyarakat kawasan di permukiman kumuh 

tersebut, berasal dari suku bangsa Banjar dan sebagian kecil lagi warga 

campuran, diantaranya Minangkabau, Melayu, Bugis, Tapanuli dan jawa. 

Menurut sejarahnya bahwa masyarakat di permukiman kurnub tersebut 

merupakan penduduk asli yang pertama kali menempati lokasi tersebut sekitar 

tahun 1950 yang lalu. Pada umumnya warga masyarakat di permukiman kumuh 

tersebut adalah pecahan keluarga yang telah lama turun-temurun di lokasi 

tersebut dan sebagian kecil saja yang merupakan warga pendatang. 

Warga masyarakat yang berasal dari suku banjar di permukiman kumuh 

telah lama bermukim dan beradaptasi. Kedua melayu, yang tidak jauh berbeda 

dengan kebudayaan asal, oleh karena itu garis keturunan mereka bersifat 

patrilineal dengan pola pewarisan dua (2) berbanding satu (1) antara anak lelaki 

dengan perempuan. Mereka tidak mengenal hak ulayat dan ini sangat menunjang 

dalam proses penataan permukiman. Hubungan sosial antar warga rnenunjukkan 

tingkat solidaritas yang sangat kuat yang ditandai dengan adanya kegiatan 
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kelompok sosial seperti kelompok kematian, ansan perkawinan dan ikatan 

warga (suku) . 

Pada mnumnya para tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT dan RW 

setempat direkrut dari warga lokal sehingga memudahkan tmtuk melakukan 

perubahan. Selain itu dikalangan masyarakat masih terdapat para tokoh informal 

yang dituakan (tokoh adat) yang dipilih berdasarkan kombinasi legitimasi 

prestasi ekonomi, pengetahuan tentang adat-istiadat dan keterampilan dibidang 

ilmu perdukunan tradisional. 

Dari sisi ekonomi jenis mata pencaharian warga masyarakat pada 

mnumnya adalah buruh, pedagang, jasa petani (penggarap) dan nelayan. Untuk 

peketjaan petani dominant berstatus sebagai petani penggarap laban sawah dan 

perkebunan kelapa. Mereka dari golongan yang tidak memiliki lahan. Pada 

umumnya warga masyarakat yang tidak beketja sebagian kecil terdiri dari 

pengangguran dan sisanya adalah Kepala Keluarga yang berstatus janda yang 

hidup ditanggung oleh anak dan kerabat. 

Adanya potensi lokasi yang dimiliki kawasan studi dan dinmjang oleh 

latar belakang sejarah bahwa kawasan m1 digunakan sebagai tempat 

penamptmgan usaha-usaha perkayuan dan dan perdagangan, maka saat ini 

rumah-rumah di sepanjang sungai Indragiri, terutama yang berhadapan langsung 

dengan jalan utama (jalan Jendral Sudirman kota Tembilahan) memiliki basis 

kegiatan ekonomi atau kini disebut dengan usaha yang bertmnpu pada rumah 

tangga (UBR) atau dalam istilah internasionalnya dikenal sebagai home based 

enterprises (HBE 's) . Hal lain yang menjadikan lokasi terse but potensial 

memiliki basis kegiatan ekonomi adalah karena dengan dengan pusat kota, pasar 
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dan jumlah penduduk yang relatif padat, sehingga tempat tersebut menjadi 

sasaran pasar bagi penghuni kawasan studi. 

Adanya UBR yang memiliki keragaman Jems saat ini semakin 

berkembang diduktmg oleh akses bempa jalan raya yang kondisinya mengalami 

perubahan yaitu dengan adanya perbaikan dan pelebaran. Perubahan jalan yang 

kuahtasnya menjadi lebih baik temtama bagian yang berhadapan langsung 

dengan jalan utama mendorong terjadinya perubahan-perubahan tampilan 

rumah/bangunan di sepanjangjalan Pangeran Hidayat tersebut. 

Seiring dengan perkembangan hunian di daerah ini, terjadi pula 

peningkatan sarana utilitas yang ada, khususnya aliran hstrik. Dengan demikian 

keberadaan permukirnan ini semakin diakui walaupun dalam segi penampilan 

terutama daerah-daerah dibelakangnya masih banyak yang kurang memenuhi 

syarat. 

Sedangkan ditinjau dari tata guna lahannya, pada saat ini lahan yang 

berada pada kawasan studi, sebagian berfungsi sebagai rumah yang sekaligus 

tempat usaha bagi penghuninya. U saha yang berada di kawasan studi antara lain 

penjualan kayu, warung makanan, bengkel sepeda motor, kios meracang, 

penjahit,wartel, rental vcd dan toko yang menjual bahan-bahan kebutuhan 

sehari-hari. Prasarana yang menunjang permukirnan kawasan studi terdiri dari 

mesjid, sekolah, dan lain-lain berada pada permukirnan di seberang jalannya 

dimana secara kelembagaan wilayah ini dianggap satu kampung dengan 

seberang jalan utama. 
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4.3. Pembangunan Pada Kawasan Studi 

4.3.1. Kebijaksanaan Pemerintah Daerah 

Pemerintah Kabupaten lndragiri Hilir, telah mengambil langkah 

kebijaksanaan tmtuk menangani permuk:iman kurnuh di Kota Ternbilahan yang 

merupakan ibukota kabupaten. Berdasarkan inventarisasi tentang kebijaksanaan 

yang telah dilakukan Pernerintah Kabupaten Indragiri Hilir adalah rnelakukan 

perbaikan lingkungan permukiman kumuh berbentuk paket-paket proyek melalui 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta bantuan 

Pemerintah Pusat melalui propinsi yaitu proyek Pengadaan Tempat 

Penampungan Air Hujan (P AH) yang berbentuk pengadaan tangki-tangki ternpat 

penampungan air hujan. Kegiatan ini melalui instansi vertikal atau kantor 

wilayah yang ada di tingkat propinsi. 

Kebijaksanaan yang telah di lakukan Pemerintah Kabupaten melalui 

proyek perbaikan karnpung (KIP) mendekati harnpir seluruh kawasan kumuh 

yang ada kecuali Kelurahan Tembilahan Hilir. Namun pelaksanaan kegiatannya 

hanya berbentuk perbaikan fisik jalan yang bempa gang/lorong, sedangkan 

terhadap mmah penduduk ataupun kegiatan ekonominya tidak tersentuhkan 

sama sekali. Intinya hanya sebagai perangsang dan tidak untuk seluruh 

lingkungan pada kawasan permuk:iman kumuh yang ada. Kegiatan proyek ini 

akan tetap dilanjutkan dengan cara koordinasi proyek terpadu dengan instansi­

instansi terkait dan mengikutsertakan peran masyarakat lebih besar lagi. 

Permuk:iman kurnub yang ada perlu segera dibenahi dan ditata sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang Kota yang ada dan sudah dijadikan Peraturan 

Daerah (PERDA). Mengingat keterbatasan dana, maka upaya penataan 

dilaksanakan melalui proyek percontohan (Pilot Project), yang lokasinya 
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ditetapkan pada permukiman kumuh yang sangat mendesak untuk dibenahi 

secara bertahap. 

4.3.2. Program dan Proyek dalam Kawasan Studi 

Dalam survai data sekunder yang dilakukan, diperoleh data bahwa ada 

beberapa program dan proyek pembangunan yang sudah dilaksanakan pada 

kawasan studi yaitu : 

1. Program Kerjasama Unicef 

Program kerjasama Unicef di Kabupaten Indragiri Hilir yang 

dilaksanakan di Kota Tembilahan lokasinya di kelurahan Tembilahan Hilir 

dapat diidenti:fikasikan yaitu Proyek Sanitasi Lingkungan dan Proyek Income 

Generating. 

2. Program Perbaikan Kampung 

Pelaksanaan Program perbaikan Kota Tembilahan dimulai Tahun 

Anggaran1980/1981 . Berdasarkan laporan evaluasi Proyek Perbaikan Kampung 

Urban di Kota Tembilahan. Tiga Kelurahan yang yang termasuk dalam kegiatan 

proyek ini adalah Kelurahan Kota, Kelurahan Tembilahan Hulu dan Kelurahan 

Tembilahan Hilir yang merupakan kawasan studi. Tetapi berdasarkan data yang 

dihimpun, pelaksanaan proyek KIP tersebut hanya tercatat 2 (dua) kelurahan, 

dengan pekerjaan sebagai berikut : 

a. Kelurahan Tembilahan Kota. Proyek KIP dilaksanakan pada tahun 

1990/1991 , yang meliputi pekeijaan : jalan setapak dan beton, jalan aspal 

pinggir laut/sungai, jalan lingkungan dari aspal, bandar atau riol dan 

pembangunan bak sampah. 
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b. Kelurahan Tembilahan Hulu. Proyek KIP dilaksanakan tahun anggaran 

1991/1992, yang meliputi pekeijaan : jalan aspal, saluran atau riol dan 

Mandi Cuci Kaskus (MCK). 
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BABV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

5.1. Analisis Deskriptif Beberapa Aspek Kawasan Studi 

Sebehun masuk kepada analisis relevansi model penanganan permukiman 

terlebih dahulu ada beberapa analisis secara deskriptif terhadap aspek atau 

komponen yang perlu diperhatikan pada suatu kawasan permukiman yaitu pola 

penggunaan ruang, karaktristik penghuni, status tanah dan bangunan dan sarana dan 

prasarana yang ada pada suatu kawasan. Aspek-aspek ini memberikan gambaran 

tentang kondisi suatu kawasan permukiman. Perlunya melihat aspek-aspek ini 

karena tidak semua kawasan permukiman memenuhi persyaratan, apalagi jika 

menyangkut permukiman kumuh yang biasanya banyak terdapat di perkotaan. 

Begitu juga dengan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Tembilahan Hilir 

Kota T embilahan tepatnya di Parit 13 dan 14. 

5.1.1. Pola Penggunaan Ruang 

Pola penggunaan ruang pada suatu kawasan dapat dilihat dari tingkat 

kepadatan, jurnlah bangunan serta kondisi dari bangunan yang ada pada kawasan 

tersebut. Kepadatan bangunan pada suatu kawasan adalah perbandingan jumlah 

rumah dengan luas lahan. Dari perbandingan luas dengan jumlah bangunan 

tersebut akan memberikan gambaran terhadap tingkat kepadatan suatu daerah 

atau kawasan. 

Pada kawasan studi, jumlah bangunan terdiri dari 422 unit rumah dengan 

jumlah KK 492. Kawasan dibagi menjadi 17 gang (9 blok) yang merupakan 

lorong di kawasan permukiman. Hal ini dapat dapat dilihat pada tabel 5 .1. 
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Keadaan fisik bangunan yang ada pada lingkungan pennukiman kurnub 

di kawasan studi tidak teratur sebagai akibat kegiatan pembangtman yang 

dilakukan oleh masyarakat. Jumlah bangunan dan kondisi serta kepadatan 

bangunan yang ada secara nyata melebihi daya dukung lahan terhadap jumlah 

bangunan. Dari hasil survai yang dilakukan, pola penggunaan ruang pada 

kawasan studi tidak teratur atau tidak tertata rapi dengan kondisi bangtman yang 

sudah tua (bahan bangunan yang sudah tua!lapuk) dan prasarana lingkungan 

yang tidak baik. Hal ini karena disebabkan karena kemampuan dan pengetahuan 

masyarakat yang relatif rendah dalam melakukan pembangunan dengan 

memanfaatkan mang-mang lingktmgan yang seharusnya berfungsi untuk 

kegiatan lain seperti ruang terbuka ataupun tempat bermain anak-anak pada 

kawasan tersebut. Antara bangunan berdempet satu dengan yang lain sehingga 

memberikan gambaran visual lingkungan yang tidak menyenangkan. Selain itu 

sulitnya pengadaan sarana dan prasarana lingkungan. 

Keadaan ini selain lemahnya pengetahuan rnasyarakat, juga sebagai 

akibat lemahnya pengawasan pemerintah dalam melakukan pengawasan 

terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Maka dari itu 

perturnbuhan jurnlah bangtman dan penataan kawasan yang ada terutama pada 

kawasan studi mengakibatkan kondisi lingkungan menjadi kurnub. Jumlah dan 

kepadatan melampaui dari kemampuan atau daya tampung dari luas tanah. 

Tabel. 5.1 
Jumlah Bangunan dan Luas Lahan Pada Kawasan Studi 

N o Lokasi 
JwnlahK.K 

Jlh. Rumah 
Luas Laban Kepadatan 

Kurnub (Ha) Rumah!Ha 

2 3 4 5 6 

I. TEMBD.AHAN HILIR 492 KK 422 unit 7,81 54,03 
1. Lr. Bintan 1 32KK 30 unit 0,51 58,82 
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Dari tabel di atas terlihat bahwa kondisi permukiman pada kawasan studi 

mempakan permukiman yang padat, dengan tingkat kepadatan nunah rata-rata 

54,03 per Ha, dan masing-masing lorong (gang) memiliki keragaman kepadatan 

yang berbeda-beda. Karena kepadatan bangunan yang cukup tinggi, maka sulit 

ditemukan adanya ruang terbuka baik bempa taman lingkungan ataupun tempat 

bermain anak-anak. Ruang terbuka yang ada hanya mempakan kawasan kuburan 

yang merupakan kawasan yang peruntukannya bersifat sangat khusus. Kalaupun 

ada mang terbuka lain yang ditemui merupakan tanah milik masyarakat yang 

belum terbangun. 

Untuk kondisi bangunan, ditinjau dari konstruksi bangunan atau bahan 

bangunan yang digtmakan. Konstmksi bangunan di1ihat dari jenisnya dibagi tiga 

yaitu, bangunan permanen, semi permanent dan temporer atau darurat. 

Bangunan permanen dikategorikan apabila : (1) dinding tembok atau batu cetak, 

(2) lantai ubin atau beton, (3) atap seng atau genteng. Untuk bangunan semi 

permanent yaitu (1) pondasi batu, (2) dinding bagian bawah tembok, (3) lantai 

v- 3 



ubin atau beton (3) atap sen g. Sedangkan untuk bangunan temporer 

dikategorikan apabila : (1) pondasi panggung, (2) lantai papan, (3) dinding 

papan, dan ( 4) a tap seng atau daun. Konstruksi bangunan pada kawasan studi 

dapat dilihat pada table 5.2 di bawah ini. 

Tabel5.2 
Konstruksi Bangunan di Kawasan Studi 

No Lokasi Jlh. Rumah Semi Permanen Temporer 
Jumlah (%) Jumlah (%) 

1 2 3 6 7 8 9 

I. TEMBILAHAN HILIR 422 unit 49 11,61 373 88,39 

l. Lr. Bintan 1 30 unit 2 6,7 28 93,3 
2. Lr. Bintan 2 30 unit 3 10,0 27 90,0 
3. Lr. Kubur 38 unit - - 38 100,0 
4. Lr. Natuna 25 unit - - 25 100,0 

5. Lr. Delapan Tiga 28 unit 1 3,6 27 96,4 
6. Lr. SD.05 24 unit 4 16,7 20 83,3 

7. Lr. Bersama 14 unit - - 14 100,0 
8. Lr. Delima 21 unit 4 19,1 17 80,9 

9. Lr. Setia Budi 31 unit 6 19,4 25 80,6 
10. Lr. Serba U saba 15 unit 1 6,6 14 93,3 

11. Lr. Syariat 12 unit 1 8,3 11 97,7 
12. Lr. Usaha Baru 16 unit 6 37,5 10 62,5 

13. Lr. Sederhana 26 unit 6 23,1 20 76,9 
14. Lr. Pantai Harapan 27 unit 7 25,9 20 74,1 

15. Lr. Setuju 32 unit 5 15,6 27 84,4 
16. Lr. Suka Damai 24 unit 3 12.5 21 87,5 

17. Lr. Sepakat Karya 29 unit 4 13,8 25 86,2 
Sumber:D10lah dan data Laporan Ferenc. Kawasan Permukiman Kota Tembtlahan th. 2000. 

Kawasan permukiman kurnub yang menjadi lokasi studi terdiri dari dua 

katagori bangunan, yaitu bangunan semi permanen dan bangt.man temporer. Dari 

tabel di atas dapat diidentifikasikan bahwa kondisi bangunan di kawasan studi 

sebagai berikut : bangt.man temporer secara terdiri dari 88,39%, sedangkan 

bangunan semi permanen sekitar 11,61%. Jadi dengan demikian kawasan 

permukiman tersebut didominasi oleh bangunan permanen dengan ciri-ciri fisik 

terdiri dari : pondasi panggung, lantai papan, dinding papan, dan atap seng atau 
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daun. Dari survai yang dilakukan ke lapangan kondisi bangunan rumah 

penduduk rata-rata sudah tua, apakan itu bangunan temporer ataupun bangunan 

semi permanen. Selain itu sebagian besar bangunan nunah yang ditempati 

penduduk tidak tertata dengan baik, sehingga menyebabkan struktur penggunaan 

ruang kawasan tidak teratur. 

5.1.2. Status Tanah dan Bangunan 

Pada kawasan studi status tanah dan bangunan dapat dikatagorikan Hak 

Milik (bersertifikat dan surat camat) dan tanah negara (tanpa surat). lui berarti 

bahwa sebagian besar tanah yang ditempati penduduk dimiliki secara resmi, dan 

sebagian lagi yang memiliki tidak resmi atau tanah negara ( tanpa memiliki 

surat). Tanah-tanah itu mereka peroleh ada yang dengan membeli dari pemilik 

yang terdahulu dan sebagian besar berupa harta warisan. 

No Lokasi 

Tabel5.3 
Status Tanah Pada Kawasan Studi 

Jumlah 
Rumah 
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Dari tabel 5.3 terlihat bahwa sebagian besar tanah pada kawasan permukiman 

tersebut telah secara sah dimiliki begitu juga dengan bangt.man rnmah yang 

ditempati hal ini terlihat dari tabel tersebut. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada kawasan studi 55.69% para 

pemilik laban dan rnmah telah memiliki surat resmi sebagai tanda hak untuk 

memiliki, dan 44,31% kepemilikan laban tanpa tanpa surat (tanah negara). Ini 

berarti sebagian kecil dari tanah pernmahan pada kawasan permukiman tersebut 

merupakan milik negara yang mereka pakai tanpa izin atau hak yang kuat. 

Artinya pada suatu waktu pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat 

mengambil atau memanfaatkan tanah yang tidak memiliki surat, yang ditempati 

oleh penghuni rnmah tersebut. Ini rnemberikan gambaran bahwa rnereka yang 

menempati tanah tersebut bisa saja dilakukan penggusuran atau kegiatan lain 

dari program pemerintah daerah untuk menata kawasan permukiman tersebut. 

Berdasarkan data Laporan Perencanaan Permukiman Kota Tembilahan 
/ 

tahun 2000, diketahui bahwa penghuni rnmah pada kawasaan studi terdiri dari 

tiga kelompok yaitu menempati nunah milik sendiri, sewa/kontrak dan lain-lain. 

Rincian dari masing-masing kelompok tersebut yaitu yang menempati rumah 

milik sendiri sebesar 74,41%, yang menyewa!kontrak 17,77% dan lain-lain 

7,82%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada komposisi yang terlihat pada 

tabel di halaman berikut ini . 
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Tabel5.4 
Jumlah dan Persentase Status Penghuni Rumah 

No Status Rumah Jumlah Persentase (%) 

1 2 3 4 
1 Milik Sendiri 314 74,41 
2 Sewa /Kontrak 75 17,77 
3 Lain-lain 33 7,82 

Sumber: Laporan Perenc. Kawasan Permukiman Kota Temb1lahan th. 2000. 

Di kawasan studi secara keseluruhan terdapat 17,77 % penduduk yang masih 

menetap dirumah kontrakan. Hal ini dapat menjadi suatu indikator masih di 

kebutuhkan tempat hunian ataupun perumahan. Berdasarkan hal ini dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat setempat telah mengenal budaya 

"menyewa!kontrak". Tetapi setatus hunian dengan sewa atau kontrak dan lain-

lain ini relatif kecil. Kecendrungan ini mempakan mengindikasikan adanya arus 

urbanisasi yang masuk ke kota Tembilahan, khususnya bagi rnereka yang 

kemudian tinggal di kawasan studi, yakni pendatang barn yang memaksa untuk 

menetap di situ. 

Sedangkan dengan status lain-lain adalah mereka yang menempati rumah 

majikannya sebagai pemilik perkebunan kelapa. Mereka bekeija sebagai petani 

penggarap yang mengurusi kebun kelapa. Oleh rnajikannya mereka diberikan 

izin untuk menempati nunah pada kawasan studi. Berdasarkan kondisi tersebut 

di atas, maka untuk menentukan program rnaupun proyek yang akan 

dilaksanakan oleh pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir 

harus mempertimbangkan status pemilikan tanah dan rumah di kawasan studi. 

Hal ini sangat penting diketahui untuk menentukan bentuk dan besarnya 

kompetensi terhadap kepemilikan (tanah dan bangunan) yang terkena proyek, 

serta perkiraan waktu yang diperlukan l.mtuk memproses kegiatan khususnya 
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yang berhubungan dengan model penanganan kawasan permukiman kumuh di 

daerah studi. 

5.1.3. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana menyangkut fasilitas sosial seperti pendidikan, 

keagamaan, kesehatan dan olah raga, tersedia di wilayah kecamatan yang 

lokasinya di kelurahan dalam kota T embilahan. 

Kawasan studi yang berada di Kelurahan Tembilahan Hilir sangat 

berdekatan dengan fasilitas-fasilitas untuk melayani kebutuhan masyarakat, 

seperti misalnya mmah sakit yang berhadapan langsung dengan wilayah studi, 

mesjid, sekolah dan fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu pelayanan fasilitas 

sosial bagi rnasyarakat pada kawasan studi, tidak rnenjadi rnasalah jika dilihat 

dalam konteks lingkup danjangkauan pelayanan yang dibutuhkan 

Seandainya penyediaan fasilitas umum atau sosial akan di bangun di 

dalam kawasan studi itu sendiri akan mendapat kesulitan, karena tidak 

tersedianya laban kosong, tetapi karena dekatnya dengan sebagian besar fasilitas 

tersebut tersedia di luar kawasan studi hal ini tidak menjadi masalah, yaitu hanya 

dibatasi oleh jalan utama pada kawasan tersebut. 

Kaberadaan fasilitas di luar kawasan studi tersebut bempa fasilitas 

pendidikan, rnisalnya sekolah (SD, SLIP, SLTA), fasilitas ibadal1 (mesjid, 

gereja dan kelenteng) dan fasilitas kesehatan (mmah sakit, puskesrnas) masih 

dalam jangkauan pelayanan lingkup kelurahan atau kecarnatan. 

Kondisi dan persebaran fasilitas umum atau sosial di sekitar kawasan 

studi yang lain bempa pasar atau -pusat -perdagangan yang dibutuhkan untuk 

memberikan pelayanan kepada rnasyarakat, mempakan standar pelayanan untuk 
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masyarakat kota T embilahan secara keseluruhan yang kebetulan berada di 

Kelurahan Tembilahan Hilir dan dekat dengan kawasan studi. 

Fasilitas umum seperti kran umum dan MCK telah dibangunan oleh 

pemerintah daerah melalui kegiatan proyek MCK, dan ini dapat dimanfaaatkan 

dengan baik oleh masyarakat. Tetapi beberapa lainnya tidak dimanfaatkan, 

karena prilaku dan kebiasaan masyarakat kawasan tersebut masih dipengaruhi 

oleh kebiasaan hidup di desa. Kebiasan buang air besar di kali atau sungai dan 

juga pinggir pantai masil1 dianggap lebih menyenangkan. Sesuai dengan lokasi 

kawasan yang berada di pinggir atau bantaran sungai. 

1. Fasilitas Peribadatan 

Tingkat pelayanan dan jangkauan pelayanan fasilitas peribadatan 

ditentukan oleh jumJah penduduk atau agama tertentu, dengan kata lain macam 

dan jenis fasilitas peribadatan hams disesuaikan dengan jumlah penduduk yang 

memeluk agama yang ada pada lingktmgan tersebut. 

Lokasi fasilitas peribadatan ditentukan dengan mempertimbangkan 

kemudahan pencapaian oleh penghuni, serta jumJah penduduknya. Untuk 

fasilitas sosial yang berhubungan dengan kegiatan ibadah yang ada di dekat 

kawasan studi dapat dilihat pada tabel pada halaman berikt1t. 

Tabel5.5 
Fasilitas Thadah di Kawasan Studi 

No Fasilitas lbadah Jumlah 

1 2 3 

1 Mesjid/Mushalla 3 
2 Gereja 1 
3 Kelenteng Budha 1 

Sumber : Monograji Ke/urahan Tembi/ahan Hilir Th. 2001 
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Dari gambaran fasilitas yang ada dekat kawasan tersebut yang paling banyak 

adalah mesjid/mushalla yaitu beijumlah 3 buah, kemudian gereja 1 buah dan 

kelenteng budha 1 buah. Hal ini memberikan gambaran bahwa sebagian besar 

penduduk di kawasan studi ataupun kelurahan Tembilahan Hilir umumnya 

memeluk agama Islam dan sebagian kecil saja yang memeluk agama Kristen 

ataupun Budha. 

2. FasiJitas Pendidikan 

Prasarana pendidikan merupakan fasilitas umum yang mutlak dibutuhkan 

pada suatu lingktmgan permukiman, karena pendidikan merupakan salah satu 

alat ukur yang dapat dipergunakan untuk melihat persyaratan suatu kawasan 

permukiman. Kebutuhan fasilitas pendidikan di kawasan studi tidak dapat di 

ukur, karena seperti yang telah dikatakan di atas bahwa fasilitas yang ada adalah 

untuk wilayah kota Tembilahan dan fasilitas-falitas tersebut sebagian dekat 

dengan kawasan studi. Dengan keadan ini maka fasilitas yang ada secara 

langstmg melayani kebutuhan sarana pendidikan bagi kawasan studi. Prasarana 

pendidikan yang ada di dekat kawasan studi adalah Sekolah Dasar (SO) 

sebanyak 2 buah, SL TP sebanyak l buah dan SL T A sebanyak 1 buah. 

3. Fasilitas Kesehatan 

Macam fasilitas kesehatan dapat berbentuk poliklinik atau BKIA, 

Puskesmas Pembantu, Pusat Latihan Kesehatan dan lain sebagainya yang 

menunjang peningkatan kesehatan masyarakat dan jenisnya ditentukan oleh 

standar bagi suatu lingktmgan permukiman yang sehat. Penempatan pusat-pusat 

kesehatan masyarakat harus ditempatkan diberbagai tempat sehingga mudah 

dicapai oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. 

v -10 



Fasilitas kesehatan yang ada di kawasan studi terdiri dari Puskesrnas Pembantu 

sebanyak 1 buah yang letaknya di Kelurahan Ternbilahan Hilir dan Rurnah Sakit 

yang berdekatan dengan kawasan studi. Dengan demikian pelayanan kesehatan 

yang dibutuhkan penduduk pada kawasan studi tidak menjadi masalah. 

4. Fasilitas Perdagangan dan Jasa 

Fasiltas perdagangan dan jasa dapat bempa kios-kios pasar atau wamng 

dan toko-toko yang menjual kebutuhan hidup sehari-hari. Fasilitas perdagangan 

yang ada di kawasan studi hanya bempa toko-toko kecil dan wanmg yang 

rnenyediakan kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat kawasan studi. 

Jumlah toko-toko kecil dan wamng di kawasan studi hanya terdiri dari 35 buah 

dan 2 buah bengkel. 

Untuk kebutuhan sekunder dan tersier bagi masyarakat kawasan studi, 

kebanyakan berbelanja di Pasar Ternbilahan yang rnempakan ternpat 

perbelanjaan yang menyediakan berbagai kebutuhan hidup penduduk kota 

Ternbilahan. Jarak dari kawasan studi ke pasar kota Ternbilahan lebih kurang 

650 meter sarnpai l krn. 

5. Ruang Terbuka (Open Space) 

Karena fungsi gandanya, mang terbuka dapat berfungsi sebagai ruang 

interaksi sosial rnasyarakat serta serta sebagai mang terbuka hijau dengan ftmgsi 

ekologis. Karena kepadatan kawasan studi relatif tinggi rnaka ruang terbuka 

sebagai mang so sial sangat sedikit. Yang ada hanya bempa tanah perkuburan 

dan tanah yang belum terbangun sebanyak 3 buah. Walaupun ada dipergunakan 

oleh rnasyarakat untuk usaha penjualan pasir atau batu bahan bangunan. 
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5.1.4. Utilitas Lingkungan 

Utilitas lingkungan yang akan diuraikan disini adalah mengenat a1r 

bersih, drainase, dan sistem pembuangan air limbah dan sistem pembuangan 

sampah. 

1. Air Bersih 

Air merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan manusia sehari-hari, 

maka pemenuhan kebutuhan air bersih mutlak diperlukan. Pelayanan air bersih 

dari PDAM Tirta Indragiri telah sampai ke kawasan permukiman daerah studi. 

Tetapi karena kemampuan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut relatif 

masih rendah hanya sebagian kecil masyarakat yang memanfaatkan pelayanan 

tersebut. 

Sebagian besar masyarakat menggunakan air sumur dan sungai untuk 

mandi dan mencuci dan menggunakan air hujan dengan cara menampung 

dengan wadah-wadah tertentu untuk keperluan memasak dan minum. Untuk 

penampungan air hujan bagi masyarakat di kawasan studi Pemerintah Daerah 

Telah menyediakan tangki penampungan air hujan melalui proyek pengadaan 

Tangki Penampungan Air Hujan. Melalui kegiatan ini masyarakat pada kawasan 

tersebut dapat memanfaatkannya secara bersama-sama untuk keperluan air 

minum dan memasak .. 

Di kawasan studi terdapat juga kran umum. Keberadaan kran umum ini 

sangat membantu penduduk setempat dalam membutuhkan air untuk mandi dan 

mencuci. Hal ini terlihat dari penggunaan kran umum pada saat tertentu, yaitu 

pada saat masyarakat mengambil air di bawa ke rumah masing-masing. 
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T erbatasnya lahan yang ada, maka beberapa fasilitas kran urnum terpaksa 

berada di halaman rumah penduduk. Untuk rnelihat surnber-aumber air bersih 

bagi masyarakat daerah studi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel5.6 
Surnber Air Bersih di Kawasan Studi 

No Sumber Air Jumlah KK Persentase (%) 

Sumber: Laporan Perenc. Kawasan Permukiman Kota Tembilahan th. 2000. 

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa semua penduduk di kawasan studi 100% 

( 492 KK) tmtuk keperluan minurn dan memasak, memanfaatkan air hujan 

melalui tempat-tempat penampungan air hujan, baik yang disediakan sendiri 

maupun yang disediakan pemerintah daerah. Untuk penduduk yang 

memanfaatkan air dari PDAM hanya 22,97%, dan ini merupakan jumlah yang 

terkecil dari jumlah penduduk yang berlangganan dari perusahan daerah tersebut 

.Selain jurnlah in menunjukkan keterbatasan mereka tmtuk mendapatkan 

pelayanan. Hal ini disebabkan tingkat ekonomi yang masih rendah dan 

kemampuan jaringan pipa PDAM tersebut. Kemudian 26,22% penduduk 

memanfaatkan air sumur dan 50,81% memanfaatkan air sungai. 

2. Drainase 

Drainase merupakan saluran lingkungan yang berupa selokan. Pada 

kawasan studi drainase hanya ada padajalan utama. Sedangkan tmtukjalan-jalan 

yang berupa gang (lorong) yang membagikan kawasan permukiman menjadi 17 

kawasan atau kelompok perumahan tidak memiliki drainase. Hal ini disebabkan 
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karena secara keseluruhan, kawasan permukiman kumuh yang rnerupakan 

daerah studi adalah daerah bantaran sungai yang kondisi tanahnya merupakan 

daerah rawa-rawa yang pada waktu tertentu tergenang oleh air sebagai akibat 

proses pasang surut sungai Indragiri. Dengan kondisi yang demikian pondasi 

rurnah sebagian besar rnerupakan pondasi yang dibuat berbentuk panggung 

(umpak). 

3. Sistem Pengelolaan Sampah 

Sistem pengelolaan sampah di kawasan studi sudah termasuk dalam 

skala pelayanan pengelolaan sampah kota, karena kawasan studi tercakup di 

dalarn pelayanan kota Tembilahan. 

Sistem pengelolaan sampahnya yaitu dengan rnenumpukkan sarnpah­

sampah rumah tangga di pinggir jalan utama di bagian depan rnasing-masing 

gang (lorong). Sampah-sampah ini terlebih dahulu dimasukkan ke dalam 

kantong-kantong plastik bekas belajaan nrrnah tangga yang kemudian masing­

rnasing nunah tangga mernbuang ke tempat pengumpulan sementara (TPS) yang 

ada di depan masing-masing gang tadi. 

Dari TPS sampah tersebut diangkut oleh mobil-mobil sampah yang 

melayani pengangkutan sampah kota Tembilahan dan dibawa ke tempat 

pembuangan akhir (TPA). Namun masih banyak rnasyarakat yang rnernbuang 

sampah-sampah mmah tangganya secara langsung ke pinggir-pinggir sungai. 

Hal ini dapat dilihat dari Data Pengelolaan Sampah Kota Ternbilahan (Dinas 

Pasar, Kebersihan dan Pertamanan lndragiri Hilir), khususnya pada kawasan 

tersebut pengelolaan sampah oleh rnasyarakat sebagai berikut: dibuang ke TPS 

65,80% dan tidak dibuang ke TPS sebesar 34,20%. 
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4. Sarana Transportasi 

Sarana transportasi dalam kawasan pennukiman kumuh boleh dikatakan 

tidak ada karena sempitnya jalan lorong yang ada pada masing-masing 

lingkungan pennukiman. Kecuali transpor masyarakat kawasan permukiman 

tersebut untuk bepergian ke tempat lain seperti misalnya ke pasar, mereka 

menggunakan alat transportasi beca atau sepeda dan juga sepeda motor. 

Sedangkan untuk bepergian ke daerah lain yang melewati jalur sungai, 

masyarakat menggunakan perahu motor (speed boat). 

5. Jaringan Jalan 

Jaringan jalan merupakan sarana dan prasarana utama untuk melayani 

kebutuhan pergerakan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat difimgsikan 

dengan baik, hams didukung oleh kualitas jalan dan kapasitas yang mencukupi 

kebutuhan. 

Pada kawasan studi sebagian besar merupakan jalan lingkungan yang 

berupa gangllorong, yang terbuat dari beton melalui proyek semenisasi dari 

pemerintah daerah. Tetapi dari gang gang tersebut hanya sebagian yang 

dilakukan semenisasi. Sebagiannya lagi mempakan jalan jerambah karena 

kawasannya merupakan daerah bantaran sungai. 

Untuk menuju antara dari satu blok ke blok yang lain melewati jalan 

lokal utama kota, dimana kawasan permukiman kurnub yang menjadi kawasan 

studi dilewati olehjalan tersebut. 
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5.1.5. Karakterestik Sosial Penghuni Kawasan 

Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dalam menggambarkan 

kondisi sosial penghuni kawasan studi adalah kependudukan yang menyangkut 

an tara lain jumlah, pendidikan, struktur penduduk dan mata pencaharian. Dalam 

sub bab ini akan diuraikan beberapa karakterestik penduduk dikawasan studi, 

berdasarkan struktur tersebut. 

1. Jumlah Penduduk 

Titik tolak penataan ruang adalah untuk mewadahi aktivitas dan 

kebutuhan rnanusia, dengan segala aspek kehidupan sosial , ekonomi dan budaya. 

Dengan demikian keberadaan penduduk dengan segala aktivitasnya merupakan 

bagian yang tak terlepaskan dari proses studi pengernbangan kawasan. 

Penduduk pada kawasan studi sebagian besar merupakan penduduk asal 

kawasan tersebut. Perkembangan jumlahnya karena perkawinan. Sedangkan 

penduduk pendatang hanya sebagian kecil yang menyewa atau kontrak rumah 

pada kawasan tersebut karena dekat dengan tempat kelja dan termasuk dalam 

wilayah pusat kota Tembilahan. Berdasarkan data sekunder jumlah penduduk 

pada kawasan studi sebesar 492 kepala keluarga atau 2.766 jiwa, sehingga rata-

ratajurnlah anggota tiap KK adalah lebih kurang sebesar 5 jiwa!KK. 

Tabel5.7 
Jumlah Kepala Keluarga dan Jurnlah Penduduk masing-masing Lokasi 

No Lokasi 
Jumlah KK Jlh. Penduduk (jiwa) 

1 2 3 4 

I. TEMBILAHAN HILIR 492 KK 2.766 
1. Lr. Bintan 1 32KK 180 
2. Lr. Bintan 2 33 KK 175 
3. Lr. Kubur 45KK 249 
4. Lr. Naruna 28KK 158 
5. Lr. Delapan Tiga 32KK 169 
6. Lr. SD.05 25 KK 153 
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1 2 3 4 
7. Lr. Bersama 20KK 112 
8. Lr. Delima 27KK 143 
9. Lr. Setia Budi 35KK 196 

10. Lr. Serba Usaha 20KK 108 
11. Lr. Syariat 16 KK 112 
12. Lr. Usaha Barn 18 KK 110 
13. Lr. Sederhana 31 KK 174 
14. Lr. Pantai Harapan 30KK 172 
15. Lr. Setuju 35 KK 195 
16. Lr. Suka Darnai 30KK 159 
17. Lr. Sepakat Karya 35 KK 201 

Sumber :Monografi Kelurahan Tembzlahan Hzlzr 2001. 

Kepadatan penduduk rata-rata pada kawasan studi adalah lebih kurang sebesar 

356 jiwa/Ha, yang dibagi terdiri dari 9 blok kawasan. Secara rinci data jmnlah 

penduduk di wilayah studi dapat dilihat pada Tabel 5.7 yang meliputi 17 bagian 

kawasan. 

Tabel5.8 
Jmnlah dan Kepadatan Penduduk Tiap Blok Analisis 

No Blok JumlahKK Jumlah Penduduk (jiwa) Kepadatan Penduduk 

Berdasarkan tabel 5. 8 di atas terlihat bahwa dari 17 lorong (gang) yang terbagi 

menjadi 9 (sembilan blok) kawasan, terlihat bahwa kepadatan penduduk dari 

masing-masing blok relatif tinggi. Kondisi ini menggambarkan bahwa dengan 

tingginya kepadatan penduduk dari masing-masing blok, betapa dapat 
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memperlihatkan bahwa kekumuhan dan kesemrawutan kawasan studi ini jelas 

terlihat, lebih-lebih lagi dengan kondisi bangunan yang temporer yang sudah hla. 

Kondisi itu ditunjang lagi dengan kebiasaan atau budaya masyarakat umumnya 

penduduk kota Tembilahan, khususnya penduduk kawasan studi memperjelas 

kebiasaan tersebut, dimana kemudian yang suka hidup mengelompok, 

membangun rumah di pinggiran atau bantaran sungai dan seadanya tanpa 

penataan yang baik. 

Dari 9 (sembilan) blok itu juga terlihat bahwa pada blok V (lima) 

merupakan kawasan yang memiliki tingkat kepadatan yang tertinggi yaitu 724 

jiwa!Ha, kemudian blok IX (sembilan) dengan kepadatan penduduk 437 jiwa!Ha. 

Hal ini karen a perbandingan luas kawasan dengan jumlah penduduk ke dua blok 

yang menempati kawasan, lebih kecil di bandingkan dengan blok-blok yang lain. 

Tetapi walauptm dernikian secara umum kawasan studi memiliki tingkat 

kepadatan yang tinggi, baik dari segi jumlah rumah, luas kawasan dan juga 

jumlah penduduk. Unh1k ih1 dirasakan sangat sangat perlu adanya kebijaksanaan 

Pemerintah Daerah untuk mencari model penanganan dalam usaha penataan 

kawasan. Apalagi Kawasan ini termasuk dalam lingkup wi1ayah Kota 

Tembilahan yang merupakan ibukota kabupaten. 

2. Struktur Penduduk 

Dari struktur penduduk bahwa sebagian besar penduduk berada dalam 

batas usia kerja (usia antara 10-55 tahun) sebesar 77,62%. Kelompok usia 

produktif (15-55 tabun) pada wilayah studi adalah sebesar 70,02%, sedangkan 

usia non produktif (yang punya ketergantungan dengan penduduk usia 

produktif) sebesar 3,91 %. Tingginya kelompok usia angkatan kerja ini 

membawa implikasi pada kemungkinan untuk pemenuhan perbaikan perumahan 
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sernakin besar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.9 pada halarnan 

berikut. 

Tabel5.9 
Struktur Penduduk Kawasan Studi Berdasarkan Usia 

No Usia Jlh. Penduduk Giwa) Persentase (%) 

l 2 3 4 
1 0- 4 267 9,65 
2 5- 9 352 12,73 
3 10- 14 210 7,59 
4 15- 19 325 11,75 
5 20- 24 215 7,77 
6 25-29 173 6,25 
7 30-34 323 11 ,68 
8 35-39 185 6,69 
9 40-44 242 8,75 
10 45-49 246 8,89 
11 50-54 120 4,34 
12 >55 108 3,91 

. . 
Sumber :Mono graft Kelurahan Tembzlahan Hzltr Th. 200 I 

3. Pendidikan 

Untuk jumlah penduduk berdasarkan pendidikan pada kawasan studi, 

sebagian besar pendidikannya Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 

49,89% dengan rincian, penduduk yang belum sekolah 9,94%, tidak tamat 

seko1ah 8,64% dan tarnat Sekaloah Dasar 31,31%. Sedangkan sisanya adalah 

penduduk yang tarnat SL TP 24,40% dan yang tamat SLTA 25,71%. 

Dari stmktur pendidikan tersebut, terlihat bahwa masyarakat kawasan 

studi pendidikannya relatif masih rendah. Dari gambaran ini hubungan terhadap 

penanganan kawasan permukiman yaitu jika ada program pemerintah untuk 

mengadakan penanganan kawasan permukiman tersebut dirasakan akan relatif 

sulit karena tingkat pengetahuan rnasyarakat yang masih rendah, sehingga 

diperlukan sosialisasi yang akan rnemakan waktu relatif lama sehingga perlu 
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dilakukan dengan dengan cara bertahap atau pendekatan-pendekatan yang 

komprehensif. Untuk jumlah dan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel5.10 
Jumlah Penduduk Pada Kawasan Studi Berdasakan Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jum1ah Penduduk Persentase (%) 

1 2 3 4 
1 Belum Sekolah 275 9,94 
2 Tidak Tamat SO 239 8,64 
3 Tamat SO 866 31 ,31 
4 Tamat SLIP 675 24,40 
5 Tamat SLTA 711 25,71 

Sumber: Laporan Perenc. Kawasan Permukiman Kola Tembilahan th. 2000. 

5.2.Penanganan Kawasan Yang Pernah Dilaksanakan 

Sebehrrn dilakukan analisis untuk menentukan konsep penanganan kawasan 

terlebih dahulu dipaparkan penanganan yang sudah pemah dilakukan oleh 

pemerintah daerah pada kawasan ini melalui kegiatan proyek. Pola penanganan 

kawasan permukiman kumuh yang pemah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah 

melalui proyek Unicef, dan program pembangunan kota terpadu (P3KT). 

5.2.1. Program Kerjasama Unicef 

Program kerjasama Unicef ini menyangkut kegiatan sanitasi seperti 

pengadaan air rninum melalui sumur pompa tangan dan pembuatan jamban 

keluarga. Program dilaksanakan berdasarkan survey lokasi dan orientasinya 

kepada kelompok rumah yang tidak terlayani air bersih POAM. 

Lokasi penempatan kegiatan proyek berada di atas tanah negara. Hal ini 

dapat disadari, bahwa dari status kepernilikan tanah dapat merubah perilaku 

masyarakat dari tanggtmg jawab. Tanggtmg jawab masyarakat yang menempati 

rumah sewa akan berbeda dengan yang menempati rumah sendiri, meskipun dari 

segi pendidikan dan pendapatan sama. Jadi perlu pemikiran yang lebih jauh 
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tentang penempatan kegiatan proyek yang berada di lokasi permukiman kumuh 

dengan pernberian hak dan kewajiban yang jelas bagi rnasyarakat yang 

rnenikrnati proyek tersebut. 

Hasil pengamatan di lapangan pekerjaan yang sudah selesai dibangun 

tidak terpelihara dengan baik oleh masyarakat rnaupun pemerintah. Apabila 

terjadi kemacetan tidak jelas siapa yang bertanggtmg jawab untuk memperbaiki 

ataupun merawatnya. Dan kegiatan ini oriantasi nya bukan penanganan terbadap 

luasan kawasan tetapi hanya sebatas sanitasinya saja tanpa ada upaya pemecahan 

dalam menangani kawasam terutarna terhadap kekumuhan. Akhimya program 

tersebut kurang bermanfaat. 

5.2.2. Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu 

Program pembangunan prasarana kota terpadu yang sudah dilaksanakan 

meliputi jalan sebelah utara kawasan yang merupakan jalan utama kota yang 

melewati kawasan tersebut. Jalan ini ditingkatkan kondisinya dengan program 

tersebut karena menuju Rumah Sakit Urnum Tembilahan yang kebetulam 

bersebelahan dengan kawasan studi. Dari program ini tidak menyentuh terhadap 

kondisi kawasan studi yang seharusnya dilaksanakan pada kawasan tersebut 

sehingga memberi pengaruh terhadap kawasan studi dalam jangka pan jan g. 

5.3. Koosep Penanganan Kawasao 

Sebagai kelanjutan dari deskripsi yang sudah dilakukan, selanjutnya adalah 

analisis tentang model penanganan kawasan kmnuh dan relevansi penerapannya 

pada kasus permukiman kurnub kota T embilahan tepatnya di kawasan Parit 13 dan 

14 Kelurahan Tembilahan Hilir. Untuk selanjutnya memilih model yang dapat 
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diterapkan pada kawasan permukiman kumuh tersebut sesuai dengan analisis yang 

dilakukan. Model atau konsep yang akan ditinjau relevansinya adalah konsep : Land 

Sharing, Land Konsolidasi (konsolidasi lahan) dan Konsep Perbaikan Kampung 

(KIP). Untuk mernudahkan dalam melihat relevansi masing-masing model dengan 

kawasan studi, dilakukan pemberian indeks kepada faktor-faktor yang dianggap 

penting berdasakan tingkat kepentingan dengan mernberi indeks pada faktor 

kemungkinan berdasakan tingkat kemungkinannya 

Dalam rnenentukan penanganan kawasan, faktor yang sangat perlu 

diperhatikan adalah tanah dan kepadatan bangunan. Dalarn analisis ini akan dilihat 

relevansi beberapa konsep penanganan yaitu konsep land sharing, land 

consolidation (konsolidari lahan) dan Program Pebaikan Kampung (KIP), terhadap 

kepernilikan tanah dan kepadatan bangunan di kawasan studi, lmtuk dapat 

menentukan konsep model penanganan yang sesuai ( land sharing, land 

consolidation dan Program Perbaikan Kampung/KIP) diterapkan pada kawasan studi 

maka perlu dilihat faktor faktor kepadatan bangunan dan status kepemilikan tanah 

pada kawasan studi yang rnasing-rnasing dibagi menjadi 9 (sernbilan) blok kawasan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel5.11 
Kepadatan Bangunan dan Status Tanah Pada Kawasan Studi 

Kepadatan Status Tanah 
No Lokasi Blok bangunan 

(rumah/Ha) Milik(%) Negara(%) 

1 2 2 3 4 5 

I. TEMBILAHAN HlLIR 

1. Lr. Bintan 1 
I 58 36,67 63 ,33 

2. Lr. B intan 2 
3. Lr. Kubur 

II 58 44,44 55,56 
4 Lr. Natuna 
5. Lr. Delapan Tiga 

III 65 61 ,54 38,46 
6. Lr. SD.OS 
7. Lr. Bersama 

IV 44 48,57 51 ,43 
8. Lr. Delima 
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1 2 3 4 5 6 
9. Lr. Setia Budi v 48 52,17 47,83 

10. Lr. Serba Usaha 
11. Lr. Syariat 

VI 40 60,71 39,29 
12. Lr. Usaha Baru 
13 . Lr. Sederhana 

VI 53 62,26 37,74 
14. Lr. Pantai Harapan 
15 . Lr. Setuju 

VII 61 78,57 21 ,43 
16. Lr. Suka Damai 
17. Lr. Sepakat Karya IX 52 41 ,38 58,62 

Sumber: Hasil perhitungan 

Untuk melakukan analisis terhadap faktor kepadatan bangunan dan status 

kepernilikan laban, dianalisis rnenurut tingkat kepentingan dan tingkat kemtmgkinan 

konsep yang sesuai, dengan rnelakukan pemberian indeks terhadap kedua faktor 

tersebut (faktor penting dan faktor kernungkinan) terhadap konsep penanganan. 

1. Pernberian indeks terhadap faktor tingkat kepentingan dilakukan dengan cara 

rnenentukan tingkat kepentingan masing-rnasing faktor (tanah dan kepadatan 

bangunan). Tingkat kepentingan dibagi dalam tiga kelompok yaitu : 

• Sangat penting diberi nilai = 2 

• Penting diberi nilai = 1 

• Tidak penting diberi nilai = 0 

F aktor yang dianggap penting dalam konsep penanganan permukiman kumuh 

adalah faktor-faktor kepernilikan tanah dan faktor kepadatan bangunan. Dari 

kedua faktor penting tersebut, tanah mempunyai tingkat sangat penting, 

kemudian kepadatan bangtman memiliki tingkat penting. Berdasarkan hal di atas 

maka kepentingan tanah diberi indeks 2 dan kepadatan bangunan indeks 1. 

2. Pemberian indeks faktor kernungkinan konsep penanganan yang dilihat dari 

status tanah dan kepadatan bangunan pada blok analisis yaitu tanah milik dan 

tanah milik negara (tidak merniliki surat) pada kawasan studi. Sedangkan tingkat 
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kepadatan bangunan dilihat dari jumlah bangunan!Ha. Indeks faktor 

kemungkinan dibagi dalam beberapa kriteria yaitu : 

• sangat memungkinkan diberi nilai = 2 

• memungkinkan diberi nilai = 1 

• tidak memtmgkinkan diberi nilai = 0 

Dari kriteria pemberian indeks di atas maka nilai faktor kemtmgkinan masing­

masing konsep penanganan dapat ditentukan berdasarkan prinsip dasar atau 

sasaran masing-masing konsep penanganan terhadap wilayah studi. Nilai faktor 

kemungkinan masing-masing konsep penanganan pada kawasan studi bisa saja 

berbeda karena dipengaruhi oleh sasaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

kaitan faktor kemungkinan dangan sasaran masing-masing konsep penanganan. 

5.3.1 Kaitan faktor kemungkinan dengan konsep Land Sharing 

Dari sasaran atau prinsip dasar konsep land sharing dan kriteria 

pemberian nilai terhadap ketiga faktor kemlmgkinan (status tanah, dan 

kepadatan bangunan) dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Nilai konsep terhadap status tanah 

Blok analisis yang mempunyai status tanah negara (tidak bersurat) diberi nilai 2, 

tanah yang memiliki surat dan tanah negara diberi nilai 1, sedangkan blok yang 

mempunyai status tanahnya hak milik (memiliki surat) diberikan nilai 0 (nol) 

2. Nilai konsep terhadap kepadatan bangunan 

Pemberian nilai terhadap jumlah bangunan berpedoman kepada standar 

kepadatan yang ditentukan oleh Departemen Pekerjaan Umum yaitu 40 

rumah/Ha. Berdasarkan standar tersebut pemberian nilai terhadap kepadatan 

bangunan setiap blok adalah sebagai berikut: 
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• Kepadatan bangunan < 40 rumah!Ha di beri nilai 0 (nol) 

• Kepadatan bangunan 40 - 80 mmah/Ha diberi nilai 1 

• Kepadatan bangunan > 80 rumah/Ha diberi nilai 2 

5.3.2. Kaitan faktor kemungkinan dengan konsep Land Consolidation 
(konsolidasi laban) 

Sasaran dari konsep konsolidasi lahan di perkotaan adalah menata persil-

persil yang bentuknya tidak beraturan dalam lingkungan permukiman, status 

tanahnya hak milik dan kepadatan relatif rendah atau jarang. Dari sasaran dan 

faktor kemungkinan konsep land consolidation tersebut dapat dilihat nilai 

terhadap : 

1. Nilai konsep terhadap status tanah 

Blok analisis yang memptmyai status tanah negara diberi nilai 2, tanah yang 

memiliki surat dan tanah negara diberi nilai 1, sedangkan blok yang mempunyai 

status tanahnya hak milik (memiliki surat) diberikan nilai 0 (nol) 

2. Nilai konsep terhadap kepadatan bangunan 

Pemberian nilai terhadap jumlah bangunan berpedoman kepada standar 

kepadatan yang ditentukan oleh Departemen Pekerjaan Umum yaitu 40 

rumah/Ha. Berdasarkan standar tersebut pemberian nilai terhadap kepadatan 

bangunan setiap blok adalah sebagai berikut : 

• Kepadatan bangunan < 40 rumah/Ha di beri nilai 2 

• Kepadatan bangunan 40 - 80 mmah/Ha diberi nilai 1 

• Kepadatan bangunan > 80 mmah/Ha diberi nilai 0 (nol) 
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5.3.3. Kaitan faktor kemungkinan dengan konsep Perbaikan Kampung 
(KIP) 

1. Nilai konsep terhadap status tanah 

Blok analisis yang memptmyai status tanah milik diberi nilai 2, tanah yang 

memiliki surat dan tanah negara diberi nilai 1, sedangkan blok yang mempunyai 

status tanah negara (memiliki surat) diberikan nilai 0 (nol). 

2. Nilai konsep terhadap kepadatan bangunan 

Pemberian nilai terhadap jumlah bangunan berpedoman kepada standar 

kepadatan yang ditentukan oleh Departemen Peketjaan Umum yaitu 40 

rumah/Ha. Berdasarkan standar tersebut pemberian nilai terhadap kepadatan 

bangunan setiap blok adalah sebagai berikut : 

• Kepadatan bangunan < 40 rumah!Ha di beri nilai 0 (nol) 

• Kepadatan bangunan 40 - 80 rumah/Ha diberi nilai 1 

• Kepadatan bangunan > 80 rumah/Ha diberi nilai 2 

Untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada tabel5.12.pada halaman selanjutnya. 
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Tabel5.12 
lndeks Fak:tor Kepentingan dan Faktor Kemtmgkinan 

Variabel 

Tanah pada blok 

Status tanah 
Negara 

Ne ara &milik 

Milik 

Kepadatan 
Bangunan (Jlh/Ha) 

Jumlah rumah/Ha 

<40 

40-80 rumah/Ha 

> 80 rumah!Ha 

Indeks Faktor 
Kepentingan 

2 

2 

Sumber : Indeks hasil perhitungan 

Katerangan indeks faktor kepentingan 

0 = kurang penting 
I = penting 
2 = sangat penting 

Nilai Fak:tor Kemun kinan 

Land Sharing 
Land 

Consolidatioan 
3 4 

2 0 

1 1 
0 2 

0 2 

2 0 

Keterangan indeks faktor kemungkinan 

0 = kurang memungkinkan 
l = memungkinkan 
2 = sangat memungkinkan 

KIP 

5 

0 

1 
2 

0 

2 

Berdasarkan indeks yang telah ditetapkan terhadap fak:tor tingkat kepentingan 

dan faktor kemtmgkinan, maka dapat disustm matrik seperti terlihat pada tabel 

di halaman berikut ini. 
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Tabel5.13 
Matrik Ni1ai Konsep Land Sharing pada Kawasan Studi 

Variabel Indeks Faktor Kepentingan dan Faktor Kemungkinan Keterangan 

Faktor Kepentingan Tanah Kepadatan Bangtman (rumah/Ha) 
Indeks Faktor Kepentingan 2 1 

Simbol Faktor Kepentingan (sfp) a b 

Faktor kemungkinan Status Tanah tiap blok ana1isis Jwnlah Bangunan (rumah!Ha) 
Negara Negara-rnilik Milik < 40 40-80 >80 

Nilai Faktor Kemungkinan 2 1 0 0 1 2 
Simbol Faktor Kemungkinan (sfk) c d e f g h 

(sfp) x (sfk) axe axd axe bxf bxg bxh 
Blok Analisis Nilai 

I 4 2 0 - 1 - 7 
II 4 2 0 - 1 - 7 
III - 2 - - 1 - 3 
IV 4 2 0 - 1 - 7 
v - 2 - - 1 - 3 
VI - 2 - - 1 - 3 
VII - 2 - - 1 - 3 
VIII - 2 - - 1 - 3 
IX 4 2 0 - 1 - 3 

- - --- - ----- - ----- -- -- - --- -- ----- -- ---- - -- -- - - -- - -- --

Sumber : Matrik hasil perhitungan 

Katerangan indeks fak.ior kepentingan 

0 = kurang penting 
1 = penting 
2 = sangat penting 

Keterangan indeks faktor kemungkinan 

0 = kurang memungkinkan 
1 = memungkinkan 
2 = sangat memungkinkan 



Tabel5. 14 
Matrik Nilai Konsep Land Consolidation pada Kawasan Studi 

Variabel Indeks Faktor Kepentingan dan Faktor Kemungkinan Keterangan 

Faktor Kepentingan Tanah Kepadatan Bangunan (rumah/Ha) 
Indeks Faktor Kepentingan 2 1 

Simbol Faktor Kepentingan (sfp) a b 

Faktor kemungkinan Status Tanah tiap blok analisis Jumlah Bangunan (rumah/Ha) 
Negara Negara-milik Milik < 40 40-80 >80 

Nilai Faktor Kemungkinan 0 1 2 2 1 0 
Simbol Faktor Kemungkinan (sfk) c d e f g h 

(sfp) x (sfk) axe axd axe bxf bxg bxh 
Blok Analisis Nilai 

I - - - - 1 - 1 
II - - - - 1 - 1 
III 0 2 4 - 1 - 7 
IV - - - - 1 - 1 
v 0 2 4 - 1 - 7 
VI 0 2 4 - 1 - 7 
VII 0 2 4 - 1 - 7 
VIII 0 2 4 - 1 - 7 
IX - - - - 1 - 1 

-- - - - - - --- --- - - ---- ------ - ~- - - - -- -- -- - - - ------ - -- - --- - -

Sumber : Matrik hasil perhitungan 

Katerangan indeks faktor kepentingan 

0 = kurang penting 
I = penting 
2 = sangat penting 

Keterangan indeks faktor kemungkinan 

0 = kurang memungkinkan 
I = memungkinkan 
2 = sangat memungkinkan 



Tabel5. 15 
Matrik Nilai Konsep Perbaikan Kampung (KIP) pada Kawasan Studi 

Variabel Indeks Faktor Kepentingan dan Faktor Kemungkinan Keterangan 

Faktor Kepentingan Tanah Kepadatan Bangunan (rumah/Ha) 
Indeks Faktor Kepentingan 2 1 

Simbol Faktor Kepentingan (sfp) a b 

Faktor kemungkinan Status Tanah tiap blok analisis Jumlah Bangunan (rumah/Ha) 
Negara Negara-milik Milik <40 40-80 >80 

Nilai Faktor Kemungkinan 0 1 2 0 1 2 
Simbol Faktor Kemungkinan (sfk) c d e f g h 

(sfp) x (sfk) axe axd axe bxf bxg bxh 
Blok Analisis Nilai 

I - - - - 1 - 1 
II - - - - 1 - 1 
III 0 2 4 - 1 - 7 
IV - - - - 1 - 1 
v 0 2 4 - 1 - 7 
VI 0 2 4 - 1 - 7 
VII 0 2 4 - 1 - 7 
Vlll 0 2 4 - 1 - 7 
IX - - - - 1 - 1 

Sumber: Matrik hasil perhitungan 

Katerangan indeks faktor kepentingan 

0 = kurang penting 
1 = penting 
2 = sangat penting 

Keterangan indeks faktor kemungkinan 

0 = kurang memungkinkan 
1 = memungkinkan 
2 = sangat memungkinkan 



Blok Analisis 

TabelS. 16 
T ota] Nilai Masing-masing Konsep Penanganan 

Total Nilai Masing Konsep Penanganan 
PadaBlok 

~~------.-------------r-----~ 
Land Land KIP 

Consolidation 

Tabel5.17 

Nilai Tertinggi pada 
Anal isis Blok 

Konsep Penanganan Permukiman Kurnub pada Kawasan Studi 

Total Nilai Masing Konsep Penanganan 

Blok Analisis Pada Blok Model Konsep Pet1angru1jm 
~--,--L-an-d----,-----L,-an-d------,-K-l_P___, Yang Dilakukru1 

Consolidation 
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Dari Tabel 5.16 dan 5.17 secara umum bahwa pada kawasan studi dapat diterapkan 

tiga konsep penanganan, yaitu konsep Land sharing, Land Consolidation dan 

konsep Perbaikan Kampung (KIP). Tetapi berdasarkan dari nilai analisis blok yang 

dilakukan, penanganan permukiman pada kawasan studi, ada yang berbeda dan ada 

yang cendrung model penanganannya sama. 

Pada blok analisis 1, yang kepadatan bangunannya ± 58 rumah/Ha dengan 

status tanahnya 36,67% tanah milik dan 63,33% tanah negara, nilai yang tertinggi 

adalah konsep Land Sharing dengan nilai 7, kemudian diikuti konsep Land 

Consolidation dengan nilai 1 dan Perbaikan Kampung juga dengan nilai 1. Maka 

pada kawasan blok I ini konsep penanganannya dapat dilakukan dengan konsep 

Land Sharing. 

Blok analisis II, yang kepadatan bangunannya ±58 rumah/Ha dengan status 

tanahnya 44,44% tanah mi1ik dan 55 ,56% tanah negara, nilai yang tertinggi adalah 

konsep Land Sharing dengan nilai 7, kemudian diikuti konsep Land Consolidation 

dengan nilai 1 dan Perbaikan Kamptmg juga dengan nilai 1. Maka pada kawasan 

analisis blok II dapat dilakukan juga dengan Land Sharing. 

Pada blok analisis III, yang kepadatan bangunannya ±58 rumah!Ha dengan 

status tanahnya 44,44% tanah milik dan 55,56% tanah negara, nilai yang tertinggi 

adalah konsep Land Sharing dengan nilai 3, kemudian diikuti konsep Land 

Consolidation dengan nilai 7 dan Perbaikan Kamptmg juga dengan nilai 7. Maka 

pada kawasan analisis blok III dapat dilakukan dengan Land Consolidation atau 

konsep Perbaikan Kampung (KIP). Jadi dalam penanganarmya dapat dilakukan 

dengan salah satu dari kedua konsep penanganan tersebut. 

Jika dilakukan dengan konsep Land Consolidation konsekwensinya, 

Pemerintah Daerah yang sebagian besar tanahnya yang didiami masyarakat, hams 
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menyerahkan tanah tersebut untuk dimiliki masyarakat dengan kompensasi yang 

memadai sesuai dengan kemampuan masyarakat pada kawasan permukiman 

tersebut yang relatif masih rendah. Jika tanah-tanah tersebut sudah menjadi milik 

masyarakat, mereka diharapkan setuju diadakan konsolidasi tanah, dimana segala 

kebutuhan dan akan fasilitas harus dipikul oleh pemilik tanah dengan cara 

melepaskan sebagian tanahnya untuk biaya pembangunan berupa sumbangan tanah 

untuk partisipasi pembangunan. 

Tetapi jika dilakukan dengan konsep Program Perbaikan Kampung (KIP), 

kegiatan yang dilakukan hanya sebatas memperbaiki infra struktur dilingktmgan 

permukiman tersebut, yang selama ini kurang baik, menyediakan fasilitas 

penyediaan air bersih atau peningkatan derajat kehidupan masyarakat melalui 

perbaikan ekonomi dengan kegiatan pinjaman dana secara bergulir. 

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dari program perbaikan kamptmg 

ini adalah : melebarkan jalan-jalan atau gang yang sempit pada kawasan tersebut 

ataupun sektrrang-kttrangnya melakukan perkerasan atauptm semenisasi gang atau 

lorong yang selama ini kondisinya becek, membangun parit-parit lingktmgan untuk 

mencegah terjadinya genangan air waktu musim hujan, menyediakan fasilitas 

penyediaan air bersih berupa pet umum atauptm kalau memtmgkinkan adalah 

pengadaan bangtman MCK (Mandi, Cuci, Kakt1s ), dan Menyediakan sarana 

pembuangan sampah berupa kereta dorong dan perlengkapan lainnya. Ini berarti 

Pemerintah Daerah menyediakan atau menganggarkan dana untuk pelaksanaan 

kegiatan dari program tersebut. Begitu juga tmtuk penanganan kawasan pada blok 

analisis V, VI, VII dan VIII. 

Sedangkan untuk blok analisis IX, yang kepadatan bangunannya 52 

rumah/Ha, nilai yang tertinggi adalah konsep Land Sharing dengan nilai 3 dan 
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konsep Land Konsolidation dan KIP masing-masing dengan nilai 1. Jadi pada 

kawasan ini dapat dilakukan penanganan dengan konsep Land Sharing. 

Pada konsep penanganan Land Sharing ini, tanah negara yang didiami oleh 

masyarakat pada kawasan tersebut dijual kepada pihak lain (pengernbang) untuk 

membantu atau meringankan biaya pembangunan fisik. Dengan adanya bantuan 

biaya dari basil penjualan tanah (subsidi silang) bertujuan rmtuk mernperkecil harga 

jual dengan sistem kredit kepada penghuni kawasan, sehingga diharapkan harganya 

terjangkau bagi masyarakat yang mendiarni kawasan tersebut. 

5.4. Dukungan Peran Aktor Pembangunan 

Dalam mendukung proses pelaksanaan penanganan perrnukiman kurnub 

menurut konsep yang sesuai sebagaimana hasil dari analisa di atas, sangat dituntut 

perwujudan partisipasi masyarakat secara operasional. Hal irri tentunya diduktmg 

oleh peran aktor atau pelaku pembangunan lainnya yakni Pemerintah Daerah dan 

Konsultan Pembangunan. 

5.4.1. Peran Pemerintah Daerah 

Dalam rnelakukan kegiatan penanganan permukirnan kurnub Pemerintah 

Daerah memiliki fungsi sebagai koordinator, yaitu melakukan koordinasi dengan 

dinas atau instansi terkait guna kelancaran program penanganan permukiman 

tersebut. Dalam hal ini dibentuk Tim Koordinasi melalui Surat Keputusan 

Bupati. Susunan Tim Koordinasi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bupati Kabupaten lnhil 

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

3. Ketua Bappeda Kabupaten 
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Sebagai Ketua 

Sebagai Wakil Ketua 
merangkap Anggota 
Sebagai Wakil Ketua 
merangkap Anggota 



4. Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah Sebagai Sekretaris 
merangkap anggota 

5. Kabid. Fisik dan Prasarana Sebagai Anggota 

6. Kabid Sosbud Sebagai Anggota 

7. Kabid. Ekonomi Sebagai Anggota 

8. Kepala Bagian Perekonomian Sebagai Anggota 

9. Kepala Bagian Pemerintahan Sebagai Anggota 

10. Kepala Dinas PU Kabupaten Sebagai Anggota 

11. Kepala Dinas Pertanian Sebagai Anggota 

12. Camat Setempat Sebagai Anggota 

13. Kasi Penataangunaan Tanah Sebagai Anggota 

14. Kasi Hak-hak Tanak Sebagai Anggota 

15. Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Sebagai Anggota 
Tanah 

16. Lurah Sebagai Anggota 

Tugas Tim Koordinasi tersebut adalah : 

1. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. 

2. Mengevaluasi dan mengarahkan penyustman Disain Kawasan yang 

dilakukan penanganan ( disain penataan penguasaan pemilikan dan 

penggunaan tanah serta bangtman) 

3. Mengatur/mengarahkan peruntukan dan penggunaan tanah. 

4. Memecahkan dan menangani masalah yang timbul dalam pelaksanaan 

penanganan permukiman kurnub. 

5. Mengadakan musyawarah dengan masyarakat yang ada pada kawasan 

permukiman. 

Dalam proses pelaksanaan penanganan permukiman kurnub di Kelurahan 

Tembilahan Hilir, peran Pemerintah Daerah beserta jajaran terkait dalam 
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mendorong teiWujudnya partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara 

memberikan kemudahan serta bersikap proaktif terhadap masyarakat, yang 

diwujudkan dengan cara memberikan kemudahan dengan melakukan 

penyederhanaan ketentuan perizinan untuk persyaratan pembangunan dan 

memberikan subsidi bempa insentif untuk biaya sertifikasi maupun tzm 

mendirikan bangunan (IMB). 

Disamping memberikan kemudahan serta subsidi berupa insentif 

pemerintah daerah juga menyediakan dana penjembatan (bridging finance) 

untuk biaya pelaksanaan awal yang bempa penataan kawasan serta dukungan 

biaya tmtuk pembangnnan sarana prasarana umum. 

Kenyataan tersebut di atas memperlihatkan bahwa pada pelaksanaan 

penanganan permukiman kumuh perlu dilakukan dengan pendekatan pada 

masyarakat, kedudukan pemerintah daerah sebagai pemampu (enabler) , yang 

memberikan dukungan berbagai kemudahan, secara nyata harus mampu 

merangsang partisipasi aktif masyarakat, yang pada gilirannya hams mampu 

memberdayakan masyarakat untuk memenuhi kebutuban mereka akan 

permukiman yang secara fisik memenuhi standar layak huni. Sebagaimana 

dinyatakan Handrianto (1996) yakni dukungan pemerintah dalam kedudukannya 

sebagai pemampu dengan memberikan kemudahan dan mengkoordinasi dari sisi 

non bangtman mmah (seperti : prasarana, sarana dan akses fisik) akan 

memudahkan masyarakat dalam pembangunan rumahnya sendiri. 

5.4.2. Peran Konsultan Pembangunan 

Keterlibatan konsultan pembangtman dalam proses penanganan 

permukiman kurnub ini adalah menjalankan fungsi sebagai pendamping 
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masyarakat dalam mewujudkan partisipasinya. Dukungan konsultan 

pembangunan sebagai pendamping masyarakat tersebut dilakukan sejak awal 

perencanaan hinga pelaksanaan yang mencakup beberapa hal antara lain : 

sosialisasi program, pengorganisasian masyarakat, perencanaan partisipatif dan 

melaksanakan pembangunan fisik. 

Dalam pelaksanaan sosialisasi program dimaksud baik yang ditujukan 

kepada masyarakat maupun pihak terkait lainnya ( diantaranya pemerintah 

Daerah dan Lembaga Pendanaan), dilakukan dengan cara formal dan nonformal. 

Pelaksanaan sosialisasi program kepada masyarakat dengan cara formal 

dilakukan melalui penyuluhan, rapat dan diskusi. Sedangkan dengan cara 

nonformal dilakukan dengan melalui kunjungan ke rumah-rumah warga yang 

dimasud agar informasi mengenai penanganan kawasan permukiman kurnub. 

tersebut dapat diterima secara jelas oleh masyarakat sekaligus dimaksud pula 

tmtu.k memancing ide dan prakarsa masyarakat, yang pada gilirannya 

masyarakat di kawasan studi dapat memahami secara jelas tujuan program 

penanganan serta menyetujui pelaksanaan program tersebut. 

Di samping melakukan sosialisasi program, dukungan konsultan 

pembangtman dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat pada kawasan 

studi tersebut adalah melakukan pendampingan dalam pengorganisasian 

masyarakat. 

Pengorganisasian masyarakat tersebut dimaksudkan agar mampu 

menggalang potensi kelompok yang dalam pelaksanaanya supaya mencapai 

kesepakatan bersama masyarakat untuk membentuk kelompok swadaya 

masyarakat (KSM) yang terdiri dari sejumlah masyarakat. Kelompok yang 
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terbentuk memiliki peran sebagai panitia pembangunan dan sekaligus sebagai 

tim pengawas dalarn kegiatan penanganan perrnukirnan. 

Demikian pula pada tahap selanjutnya, dukungan konsultan 

pembangunan diwujudkan melahri perencanaan partisipatif dengan masyarakat, 

maupun pelaku pembangunan lainnya. Pelaksanaan perencanaan partisipatif ini 

rnemtmgkinkan masyarakat ikut terlibat langstmg dalam proses perencanaan 

dengan memberikan saran dan pendapat, penilaian serta pengambilan keputusan, 

yang secara aksi dilakukan dalam bentuk penentuan bentuk pendanaan, 

penentuan desain rumah dan lain sebagainya untuk pelaksanaan penanganan 

kawaan permukiman kurnub di Kelurahan Ternbilahan Hilir irri. 

Sedangkan pada pelaksanaan pembangunan fisik (konstruksi) dukungan 

konsultan pembangtman dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat 

dilakukan melalui pendampingan kepada masyarakat berupa pembinaan 

administratif dan teknis, sehingga memungkinkan masyarakat mauptm pelaku 

pembangunan lainnya, belajar serta mempraktekkan secara langsung proses 

penanganan perrnukiman kumuh. 

Kegiatan tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan 

penanganan kawasan permukiman kumuh, duktmgan konsultan pembangunan 

sebagai pendamping masyarakat dalarn mewujudkan partisipasi mereka, sangat 

dibutuhkan dengan tujuan untuk memberdayakan rnasyarakat untuk dapat 

berperan sebagai pelaku pembangunan yang pada gilirannya memungkinkan dan 

mendorong masyarakat untuk terlibat atau berpartisipasi dalam pelaksanaan 

penanganan perrnukirnan kt1rnuh di Kelurahan Tembilahan Hilir ini, rnulai dari 

sosialisasi program hingga pelaksanaan fisik (konstruksi) sesuai dengan dengan 

konsep penanganan. Sebagaimana dinyatakan Kusuma (1997) bahwa proses 
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pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama 

pembangunan, ftmgsi konsultasi pembangunan sangat diperlukan untuk 

memberdayakan masyarakat agar mampu berperan sebagai pelaku utama 

pembangunan , yang dilakukan melalui pendampingan kepada "kelompok 

pembangunan" ( masyarakat) mulai dari pembentukan kelompok, persiapan 

perencanaan, pelaksanaan konstruksi!pembangunan sampai dengan manajemen 

pengelola lingkungan permukiman. 

Dari uraian tersebut mauptm sebelumnya dan dengan memperhatikan 

keterlibatan dari para pelaku atau aktor pembangunan dalam proses pelaksanaan 

penanganan permukiman kumuh tersebut terungkap secara nyata bahwa peran 

masyarakat relatif sangat penting. Begitu juga dengan peran Pemerintah Daerah 

dan Konsu1tan Pembangunan yang tercermin dari tingkat peran masing-masing. 

Aktor Pembangunan 

I 

-• t 
Konsultan 

Pemerintah Daerab Pembangunan 

t • Peran Peran 

- Penyiapan 
Partisipasi 

- Pendamping 
kebijakan 

Masvarakat 
.... - Bantuan teknis & 

- Insentif manaJemen 

- Fasilitator 

l I 
,, 

Implernentasi 
Konsep Model 

Penanganan 

Gambar 4. Kerangka Peran Aktor Pembangunan 

v -39 





6.1. KesimpuJan 

BABVI 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan analisa serta pembahasan pada bagian akhir ini akan 

ditutup dengan kesimpulan yang intinya adalah jawaban dari titik tolak penelitian. 

Kesimpulan ini merangkumkan seluruh hasil penelitian, yang sesuai dengan 

tujuannya yaitu mencari konsep model penanganan yang sesuai dalam mengatasi 

permukiman kumuh di kota Tembilahan di Kelurahan Tembilahan Hilir, tepatnya di 

Parit 13 dan 14. Sedangkan pada akhir bab ini disertakan juga saran-saran berupa 

usulan yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan konsep penanganan 

permukiman di lokasi studi. 

Berdasarkan karakteristik pemukiman dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Permukiman kumuh pada wilayah studi (kelurahan Tembilahan Hilir) luasnya 

lebih kurang 7,8 Ha dengan jumlah bangunan terdiri dari 422 tmit mmah dengan 

jurnlah 492 KK. Lokasinya masih di dalam lingkup wilayah kota Tembilahan 

yang merupakan ibukota Kabupaten Indragiri Hilir. Kawasan ini merupakan 

daerah bantaran sungai Indragiri yang telah lama menjadi kawasan permukiman. 

2. Kondisi fisik sebagian besar bangunan kurang memadai dengan tata letak 

bangtman yang tidak teratur dan merupakan daerah permukiman yang padat 

dimana berdempet antara satu dengan yang lain. Selain itu dengan kondisi tanah 

yang merupakan rawa-rawa, bangunan rumah dibangun di atas panggung dengan 

sistem umpak. 
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3. Pada kawasan studi status tanah dan bangunan terdiri dari hak milik 

(bersertifikat, atau surat camat) dan tanah negara (tanpa surat) yang mereka 

tempati sudah cukup lama yang diperoleh dengan membeli dari pemilik 

terdahulu dan warisan. Dari status tanah tersebut, 55,69% merupakan hak milik 

dan 44,31% masih merupakan tanah negara. Ini berarti sebagian tanah yang 

ditempati pada kawasan permukiman tersebut merupakan rnilik Pemerintah 

Daerah. 

4. Lemahnya pengawasan Pemerintah Daerah dan lemahnya pengetahuan 

masyarakat tentang konsep kawasan permukiman, ditunjang lagi dengan 

kebiasaan hidup yang suka mengelompok pada suatu kawasan terutama bantaran 

sungai mengakibatkan masyarakat dengan seadanya melakukan pembangunan 

sehingga kawasan yang merupakan kawasan larangan dilakukan kegiatan 

pembangunan. Hal ini rnemberikan gambaran visual lingkungan yang kurang 

baik dan sehat. 

Dari hasil analisis dapat disimpulkan beberapa altematif konsep model 

penanganan yang dapat dilakukan dengan mensinkronkan kebijaksanaan Pemerintah 

Daerah yang digariskan dan konsep pemikiran penulis berdasarkan hasil penelitian 

untuk pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh kota T embi1ahan di 

kelurahan Tembilahan Hilir. 

1. Pada blok I yang terdiri dari Lorong Bintan 1 dan Lorong Bintan 2 yang 

kepadatan bangWiannya ± 58 rumab!Ha, dan pada blok II yang teridiri dari 

lorong Kubur dan lorong Natuna yang kepadatan bangunannya ±58 rumah/Ha, 

konsep penanganan dapat dilakukan dengan konsep Land Sharing. 

2. Pada blok analisis III yang terdiri dari lorong Delapan tiga dan lorong SD.05, 

yang kepadatan bangtmannya ± 58 rumab!Ha negara, konsep penanganan 
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kawasan dapat dilakukan dengan Land Consolidation atau konsep Perbaikan 

Kamptmg (KIP). Jadi dalam penanganannya dapat dilakukan dengan salah satu 

dari kedua konsep penanganan tersebut. Begitu juga untuk blok analisis lV,V, Vl, 

vn dan vn yang terdiri dari lororng Bersama, lorong Delima, lorong Setia Budi, 

lorong Serba Usaha. Lorong Syariat, lorong Usaha Baru, lorong Sederhana, 

lorong Pantai Harapan, lorong Setuju dan lorong Suka Damai. 

3. Untuk blok analisis IX, yang kepadatan bangunannya 52 rumah!Ha, dapat 

dilakukan penanganan kawasan dengan konsep Land Sharing. 

4. Program pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bel urn 

dapat memecahkan masalah, karena sifatnya stimulan atau rangsangan seperti 

program perbaikan kampung dan progran Unicef. Dalam pelaksanaan proyek 

tersebut kurang mempertimbangkan faktor lokasi dan status tanah. 

5. Peran Pemerintah Daerah dalam proses pelaksanaan kegiatan penanganan 

permukiman kumuh adalah mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat 

dengan cara memberikan kemudahan serta bersikap proaktif terhadap 

masyarakat yang diwujudkan dengan cara memberikan kemudahan melalui 

penyederhanaan ketentuan penzman untuk persyaratan pembangunan 

perumahan dan memberikan subsidi berupa insentif untuk biaya sertifikasi 

mapun lzin Mendirikan Bangunan (IMB). 

6. Peran konsultan pembangunan adalah menjalankan fungsi sebagai pendamping 

masyarakat dalam mewujudkan partisipasi mulai dari awal perencanaan hingga 

pelaksanaan yang mencakup : sosialisasi program, pengorganisasian masyarakat, 

perencanaan partisipatif dan pelaksanaan pembangunan fisik. Jadi dalam hal ini 

adalah sebagai fasilitator antara Pemerintah daerah dan masyarakat. 
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6.2. Saran 

1. Jika dilakukan dengan konsep penanganan Land Consolidation dalam upaya 

penanganan permukiman kurnub di kawasan studi, konsekwensinya 

Pemerintah Daerah yang sebagian besar tanahnya yang didiami masyarakat 

melepaskan haknya dengan memberikan status hak kepemilikan kepada 

masyarakat dengan kompensasi yang memadai sesuai dengan kemampuan 

masyarakat permukiman kurnub terse but yang relatif masih rendah. 

Dalam pelaksanaan Land Consolidation ini, pembiayaan ditanggung 

para peserta Land Consolidation melalui sumbangan bempa tanah yang 

disebut Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaa (TPBP) atau bempa uang 

mauptm bentuk sumbangan lainnya. Selanjutnya ditetapkan bahwa TPBP 

yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan Land Consolidation, 

diserahkan penggunaanya kepada peserta yang rnemiliki persil tanah terlalu 

kecil atau kepada pihak lain dengan pembayaran kompensasi bempa uang 

yang jumlahnya disetujui oleh para peserta konsohdasi. 

2. Untuk pelaksanaan Program Perbaikan Karnpung (KIP) ini maka Pemerintah 

Daerah harus rnengalokasikan anggaran dana untuk menyediakan fasilitas­

fasilitas permukiman. Karena pada dasamya program KIP ini tidak 

memperbaiki tata letak bangunan, hanyalah meningkatkan kondisi yang ada 

pada kawasan permukiman agar lebih higienis. 

Maka kegiatan yang dilakukan hanya sebatas memperbaiki gang­

gang (lorong) yang selama ini kurang baik, menyediakan fasilitas-fisilitas 

permukiman untuk meningkatkan kualitas fisik hngktmgan bersamaan 

dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan derajat 
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kehidupan masyarakat melalui perbaikan ekonomi dengan kegiatan 

pinjaman dana secara bergulir. Jadi dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam 

mempersiapkan anggaran dana untuk kegiatan KIP ini relatif lebih kecil jika 

dibandingkan dengan kegiatan Land consolidation dan Land sharing. 

3. Sedangkan bagi kawasan-kawasan atau blok yang dilakukan dengan konsep 

model penanganan Land sharing, secara bertahap dilakukan pada penduduk 

yang menempati tanah negara dengan pembangunan rumah. Dalam hal ini 

pemerintah daerah harus melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk 

membangun rumah penduduk. Maka pemerintah daerah memberikan subsidi 

kepada masyarakat denganjalan menjual sebagian tanah di kawasan tersebut 

kepada pihak swasta guna memperkecil biaya pembangunan untuk 

meringankan beban sewa atau cicilan. 
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Lampiran B: 
Foto-foto Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Studi 

Gambar 1. 
Salah satu bagian kawasan permukiman kurnub Di wilayah studi 

Gambar2. 
Struktur dan Kondisi Rumah yang terbuat dari papan (temporer) di 

wilavah studi 



Gambar 3. 
Struktur dan Kondisi Rumah yang terbuat Semi perrnanen 

Garnbar4. 
Ruang terbuka (open space) yang digunakan untuk usaha penjualan pasir dan batu 



Gambar 5. 
Ruang terbuka (open space) yang merupakan tanah perkuburan 

Gambar 6. 
Ruang terbuka (open space) tanab masyarakat yang belum terbangun 



Gambar 7. 
Jalan Utama kota yang melewati kawasan permukiman kumuh 

Gambar 8. 
Jalan lorong (gang) dalam kawasan studi yang merupakanjalan semen 



Gambar9. 
Masyarakat pada kawasan studi membuk:a usaha beijualan di rumah 

Gambar 10. 
Usaha wartel masyarakat di Kawasan studi 



Gambar 11 . 
Rumah Sakit Umum yang berdekatan dengan kawasan studi 

Gambar 12. 
Fasilitas ibadah (mesjid) yang ada dekat kawasan studi 



Gambar 13. 
Fasilitas Pendidikan (SD. 05) yang dekat dengan kawasan studi 

Gambar 14. 
Tempat penarnpungan air hujan pembagian pemerintah pada kawasan studi 



Gambar 15. 
Jalanjerambah di kawasan studi 

Gambar 16. 
Bagian kawasan studi yang tergenang air pada saat musim banjir 



Gambar 17. 
Perumahan yang dibangun dengan sistem umpak pada kawasan studi 
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Gambar 18. 
Perumahan yang dibangun di pinggir sungai pada kawasan studi 


